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BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17

angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang
mengubah Pasal 14 ayat (3) huruf ¢ dan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana
Detail Tata Ruang ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah
administrasinya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tobadak;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah dibuah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang



Menetapkan

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
TOBADAK TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mamuju Tengah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah
kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut desa adalah satu
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam = sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola
Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis
memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budi daya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata
Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya  untuk
mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah adalah
upaya mewujudkan tertib Tata Ruang agar sesuai
dengan Rencana Tata Ruang, yang dilaksanakan
melalui pengaturan Zonasi, mekanisme perizinan,
pemberian Insentif dan Disinsentif, dan pengenaan
sanksi.

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kabupaten adalah  ketentuan-ketentuan yang
dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan
Pemanfaatan Ruang wilayah kota agar sesuai dengan
RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum
peraturan Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan
Insentif dan Disinsentif, serta arahan sanksi untuk
wilayah kota.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen
yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW, adalah Rencana Umum Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah merupakan
Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten, yang merupakan penjabaran dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi
tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah
kabupaten, Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten,
penetapan Kawasan strategis kabupaten, arahan
Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten, dan
ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah
kabupaten.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya
disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci
tentang Tata Ruang wilayah kabupaten yang
dilengkapi dengan PZ yang merupakan penjabaran
dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala
1:5.000.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau
Kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau
perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang
ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang
bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti
jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi,
saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau
yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan
rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai
dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

sama dengan blok peruntukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi
dan karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang
memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang
merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik
pada Zona yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber
daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa
guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang
penggunaannya lebih Dbersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan
air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ
adalah adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap
Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya
dalam RDTR.

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi
rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang
sejalan dengan rencana tata ruang.

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah,
membatasi pertumbuhan, atau mengurangi
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang.

Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang
memiliki  kepentingan dalam  penyelenggaraan
penataan ruang yang meliputi pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten, dan masyarakat.

Kelembagaan adalah suatu badan  koordinasi



38.

39.

40.

penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan
memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan
masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang
secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah
dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan
berkesinambungan.

Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat
dan daerah yang bertugas untuk membantu
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan
memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok
orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi,
dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain
dalam Penyelenggaran Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

oo T p

]

(1)

(2)

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
PZ; dan

Kelembagaan.

Pasal 3

Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tobadak ditetapkan
sebagai WP [ berdasarkan aspek administrasi dan
fungsional dengan luas keseluruhan kurang lebih
2.707,33 (dua ribu tujuh ratus tujuh koma tiga tiga)
hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang
perairan dan ruang di dalam bumi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas WP Kawasan Perkotaan Tobadak sebagaimana



(3)

(4)

()

(6)

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa
Waeputeh dan sebagian Desa Kabubu;

b. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa
Babana dan sebagian Desa Tobadak;

c. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa
Pangalloang dan sebagian Desa Tabolang; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa
Tobadak dan sebagian Desa Tabolang.

Delineasi WP Kawasan Perkotaan  Tobadak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
administratif meliputi:

a. sebagian Desa Tobadak di Kecamatan Tobadak;

b. sebagian Desa Babana di Kecamatan Budong-
Budong; dan

c. Desa Topoyo, sebagian Desa Kabubu, sebagian
Desa Waeputeh, sebagian Desa Paraili, dan
sebagian Desa Pangalloang di Kecamatan Topoyo.

Delineasi WP  Kawasan  Perkotaan  Tobadak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3
(tiga) SWP meliputi:

a. SWP [.LA mencakup sebagian Desa Tobadak,
sebagian Desa Babana, dan sebagian Desa
Pangalloang terdiri atas Blok [.A.1, Blok I.A.2 dan
Blok I.A.3;

b. SWP I.B mencakup sebagian Desa Topoyo, sebagian
Desa Paraili, dan sebagian Desa Pangalloang,
terdiri atas Blok 1.B.1 dan Blok I.B.2; dan

c. SWPI.C mencakup sebagian Desa Topoyo, sebagian
Desa Kabubu, sebagian Desa Waeputeh, dan
sebagian Desa Paraili terdiri atas Blok I.C.1 dan
Blok I.C.2.

Delineasi WP  Kawasan  Perkotaan  Tobadak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan
Tobadak, sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri



dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a yaitu mewujudkan pembangunan Kawasan
Perkotaan Tobadak yang berwawasan lingkungan,
mandiri, berdaulat, dan sejahtera berlandaskan kearifan
lokal dan pemanfaatan sumber daya alam secara
berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud

(2)

dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan

C. rencana jaringan prasarana.

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S ayat (1) huruf a meliputi:

a. pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;

b. sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan;
dan

c. pusat pelayanan lingkungan.

Pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat
di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Sub pusat pelayanan kota/Kawasan Perkotaan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat
di:

a. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Babana
terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1;

b. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tobadak
terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.3;

c. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Topoyo
terdapat di SWP 1.B pada Blok [.B.2; dan

d. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan
Waeputeh terdapat di SWP 1.C pada Blok I.C.2.

Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pusat lingkungan Kecamatan;
b. pusat lingkungan kelurahan/Desa; dan

Pusat lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a meliputi Pusat Lingkungan
Kecamatan Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Pusat lingkungan kelurahan/Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. Pusat Lingkungan Desa Babana terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.1;

b. Pusat Lingkungan Desa Tobadak terdapat di SWP
[.A pada Blok I.A.3;

c. Pusat Lingkungan Desa Pangalloang terdapat di
SWP I.B pada Blok I.B.1; dan



d. Pusat Lingkungan Desa Topoyo terdapat di SWP [.B
pada Blok I.B.2.

(7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III.LA yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a. jalan umum;

b. jalan tol;

c. terminal penumpang; dan
d. jembatan.

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Jalan Umum

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf a meliputi:

a. jalan arteri primer;



b. jalan kolektor primer;

c. jalan kolektor sekunder;

d. jalan lokal primer;

e. jalan lokal sekunder; dan

f. jalan lingkungan sekunder.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

a. Karossa — Topoyo melintas di SWP I.C; dan

b. Topoyo - Tarailu melintas di SWP I.A, SWP 1.B, dan
SWP L.C.

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-
Pelabuhan) melintas di SWP 1.A; dan

b. Jalan Nasional - Mahahe melintas di SWP L. A.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi Topoyo - Tumbu melintas di
SWP [.B dan SWP I.C.

(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:

a. Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di
SWP L.B;

b. Dalam KTM Tobadak melintas di SWP [.A;

c. Jalan Pasar Baru melintas di SWP 1.C;

d. Paraili - Kabubu melintas di SWP 1.C;

e. Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C;

f. Waeputeh - Bayor melintas di SWP I.B dan SWP I1.C;
g. Waeputeh - Tappilina melintas di SWP 1.C; dan
h. jalan lokal primer lainnya melintas di SWP LA, SWP

[.B, dan SWP I.C.

(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e melintas di:

a. Dalam Kota Topoyo melintas di SWP 1.B;
b. Dalam KTM Tobadak melintas di SWP [.A;
c. Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP 1.C;

d. Jalan Nasional - Penghubung Pasar Baru melintas
di SWP L.C;



e. Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di
SWP I.C;

f. Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di
SWP I.C;

g. Pasar Baru - Waeputeh melintas di SWP L.C;

Pasar Lama - Paraili melintas di SWP 1.B dan SWP
1.C;

i. jalan lokal sekunder lainnya melintas di SWP LA,
SWP I.B, dan SWP I.C.

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, , meliputi:

a. Benteng — Kondosapata melintas di SWP [.A;
b. Jalan Dusun Benteng melintas di SWP 1. A;
c. Topoyo - Tobadak melintas di SWP 1.A;

d. Waeputeh - Salupangkang IV melintas di SWP 1.C;
dan

e. jalan lingkungan sekunder lainnya melintas di di
SWP I.A, SWP 1.B, dan SWP I.C.

Paragraf 3
Jalan Tol

Pasal 9

(1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b meliputi Jalan Tol Mamuju-Palu.

(2) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Terminal Penumpang

Pasal 10

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. terminal penumpang tipe B; dan



b. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi Terminal Penumpang
Tipe B Mamuju Tengah terdapat di SWP [.A pada Blok
[LA.1.

(3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal Penumpang
Tipe C Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 5

Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf d meliputi:

a. Jembatan Sungai Bulurembu terdapat di SWP [.A pada
Blok I.A.1;

b. Jembatan Budong-Budong terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
2. SWPI.C pada Blok I.C.1.
c. JBI1 045 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. rencana jaringan energi;

b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan sumber daya air;
d. rencana jaringan air minum,;

e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);



f. rencana jaringan persampahan;
g. rencana jaringan drainase; dan

h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu listrik

(2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
saluran udara tegangan tinggi (SUTT) berupa saluran
udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV PLTU Mamuju—
Topoyo melintas di SWP [.A.

(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa saluran udara
tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.LA, SWP
I.B, dan SWP I.C.

(4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, meliputi:

a. gardu hubung terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok [.A.3;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
b. gardu distribusi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I[.A.1, Blok I.A.2, dan Blok
1.A.3;

2. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok [.B.2; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

(5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

a. jaringan tetap;
b. jaringan bergerak terestrial; dan
c. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. jaringan serat optik melintas di SWP [.LA, SWP L.B,
dan SWP I.C;

b. sentral telepon otomat (STO) terdapat di SWP I.C
pada Blok I.C.2;

c. kotak pembagi terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1, Blok [.A.2, dan Blok
[.LA.3;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi stasiun transmisi (sistem
televisi) terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi menara Base Transceiver
Station (BTS) terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.2;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi sistem
pengendalian banjir.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi jaringan pengendalian banjir
berupa tanggul sungai melintas di SWP LA, SWP L.B,
dan SWP I.C.

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III.LE yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d meliputi jaringan perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. unit air baku meliputi:

1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.3; dan

2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP L.A.

b. unit produksi meliputi instalasi produksi terdapat
di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan

C. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi
melintas di SWP LA, SWP 1.B, dan SWP I.C.

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e
meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;

b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
dan

c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3).

Sistem pengelolaan air limbah non domestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik terdapat di:

a. SWP LA pada Blok [.A.3; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala
Kawasan tertentu/permukiman terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok [.B.2; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

Rencana  jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:

a. stasiun peralihan antara (SPA);

b. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R); dan

c. tempat penampungan sementara (TPS).

Stasiun peralihan antara (SPA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.C pada Blok
I.C.1.

Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:

a. SWP [.A pada Blok [.A.3; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Rencana  jaringan  persampahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III.LH yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf g meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder;

c. jaringan drainase tersier; dan

d. bangunan peresapan (kolam retensi).

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada



(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

ayat (1) huruf a, melintas di SWP LA, SWP I.B, dan SWP
I.C.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP LA, SWP L.B,
dan SWP I.C.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, melintas di SWP LA, SWP [.B, dan SWP
I.C.

Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok [.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:

a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;

c. jalur sepeda; dan

d. jaringan pejalan kaki.

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. Topoyo — Tarailu melintas di SWP LA, SWP 1.B, dan
SWP L.C;

b. Karossa — Topoyo melintas di SWP 1.C;

c. Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-
Pelabuhan) melintas di SWP L.A;

d. Jalan Nasional — Mahahe melintas di SWP L.A;



(3)

(4)

(S)

e. Topoyo - Tumbu melintas di SWP [.B dan SWP 1.C;
f. Dalam KTM Tobadak melintas di SWP L.A;

g. Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di
SWP L.B;

h. Jalan Pasar Baru melintas di SWP 1.C;

i. Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di
SWP L.C;

j. Paraili - Kabubu melintas di SWP 1.C;

k. Pasar Baru — Waeputeh melintas di SWP 1.C;

1. Waeputeh — Bayor melintas di SWP I.B dan SWP I1.C;
m. Waeputeh — Tappilina melintas di SWP 1.C;

n. Topoyo-Tobadak melintas di SWP [.A; dan

o. jalur evakuasi lainnya melintas di SWP 1.A, SWP
[.B, dan SWPI.C.

Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a terdapat di:

a. Lapangan Babana terdapat di SWP LA pada Blok
LA.1;

b. gedung lapangan futsal terdapat di SWP I.A pada
Blok I.A.2;

c. Lapangan Kantor Bupati Mamuju Tengah terdapat
di SWP I.A pada Blok [.A.3;

d. lahan terbuka terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
3. SWPI.C pada Blok I.C.2.
e. perkebunan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok [.A.3;
2. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok I.B.2; dan
3. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b meliputi:



RSUD Kabupaten Mamuju Tengah terdapat di SWP
[.A pada Blok I.A.3;

Mesjid Raya Nurul Hidayah terdapat di SWP I.B
pada Blok 1.B.2; dan

SMAN 1 Topoyo terdapat di SWP I.C pada Blok
I.C.2.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a.
b.

C.

Topoyo — Tarailu melintas di SWP LA;
Karossa — Topoyo melintas di SWP 1.C;

Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-
Pelabuhan) melintas di SWP L.A;

Jalan Nasional — Mahahe melintas di SWP [.A;
Topoyo — Tumbu melintas di SWP 1.C;
Dalam KTM Tobadak melintas di SWP I.A;

Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di
SWP LB;

Jalan Pasar Baru melintas di SWP 1.C;

Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di
SWP L.C;

Paraili — Kabubu melintas di SWP 1.C;

Pasar Baru — Waeputeh melintas di SWP 1.C;
Waeputeh — Bayor melintas di SWP 1.B;

Waeputeh — Tappilina melintas di SWP 1.C;

Dalam Kota Topoyo melintas di SWP 1.B;

Jalan Dusun Benteng melintas di SWP L.A;

Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP I1.C;

Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di
SWP 1.C;

Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di
SWP I.C;

Pasar Lama — Paraili melintas di SWP [.B dan SWP
I.C;

Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP 1.C;
dan

jalur sepeda lainnya melintas di SWP LA, SWP L.B,
dan SWP I.C.



(7)

(8)

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:

a. Topoyo — Tarailu melintas di SWP L.A;
b. Karossa — Topoyo melintas di SWP 1.C;

c. Akses Pelabuhan Budong-Budong (Polohu-Babana-
Pelabuhan) melintas di SWP [.A;

d. Jalan Nasional — Mahahe melintas di SWP L.A;
e. Topoyo — Tumbu melintas di SWP 1.C;
f. Dalam KTM Tobadak melintas di SWP L.A;

g. Jalan Nasional-Pangalloang-Patulana melintas di
SWP 1.B;

h. Jalan Pasar Baru melintas di SWP 1.C;

i. Jalan Penghubung Dusun Ngapaboa melintas di
SWP I.C;

j. Paraili - Kabubu melintas di SWP 1.C;
k. Pasar Baru - Waeputeh melintas di SWP 1.C;
1. Waeputeh — Bayor melintas di SWP 1.B;
m. Waeputeh — Tappilina melintas di SWP 1.C;
n. Dalam Kota Topoyo melintas di SWP 1.B;
o. Jalan Dusun Benteng melintas di SWP [.A;
Jalan Nasional - Lembah Deko melintas di SWP 1.C;

q. Jalan Nasional-Penghubung Pasar Baru melintas di
SWP L.C;

r. Jalan Penghubung Akses Pasar Baru melintas di
SWP L.C;

s. Pasar Lama - Paraili melintas di SWP 1I.B dan SWP
I.C;

t. Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B dan SWP I.C;
dan

u. jaringan pejalan kaki melintas di SWP LA, SWP 1.B,
dan SWP I.C.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 2 huruf ¢ meliputi:

a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf a meliputi:

a.
b.

C.

Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;

Zona badan air dengan kode BA



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan
luas 36,24 (tiga puluh enam koma dua empat) hektare
berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode
PS.

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas
36,24 (tiga puluh enam koma dua empat) hektare
terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan
luas 74,23 (tujuh puluh empat koma dua tiga) hektare
terdiri atas:

a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 34,89 (tiga
puluh empat koma delapan sembilan) hektare terdapat
di:

a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
b. SWP I.C pada Blok 1.C.1.

Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan



(4)

()

(6)

(1)

(2)

luas 31,49 (tiga puluh satu koma empat sembilan)
hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
dan

b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
luas 4,38 (empat koma tiga delapan) hektare terdapat
di:

a. SWP [.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok [.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.2.

Sub-Zona  pemakaman dengan kode  RTH-7
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,23 (tiga
koma dua tiga) hektare terdapat di SWP [.A pada Blok
[.LA.3.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 25

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 134,24
(seratus tiga puluh empat koma dua empat) hektare
berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 134,24 (seratus
tiga puluh empat koma dua empat) hektare terdapat
di:

a. SWPI.A pada Blok1.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok I.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1.



Bagian Kedua

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf b meliputi:

Zona pertanian dengan kode P;
b. Zona perumahan dengan kode R;
C. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
d. Zona campuran dengan kode C;

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

f. Zona perkantoran dengan kode KT;
g. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
h. Zona transportasi dengan kode TR; dan

e

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 27

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 329,33 (tiga ratus
dua puluh sembilan koma tiga tiga) hektare berupa
Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

(2) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 329,33 (tiga ratus
dua puluh sembilan koma tiga tiga) hektare terdapat
di:

a. SWP I.A pada Blok [.A.1;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.



(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 3

Zona Perumahan

Pasal 28

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas
1.448,26 (seribu empat ratus empat puluh delapan
koma dua enam) hektare meliputi:

a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2;

b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan
kode R-3;

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan
kode R-4; dan

Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-
2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 41,06 (empat puluh satu koma nol enam) hektare
terdapat di:

a. SWP I.B pada Blok 1.B.2; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode
R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan luas 1.167,22 (seribu seratus enam puluh
tujuh koma dua dua) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok [.LA.2, dan Blok [.A.3;
b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok I.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode
R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dengan luas 239,99 (dua ratus tiga puluh sembilan
koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok [.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.



(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c
dengan luas 137,17 (seratus tiga puluh tujuh koma
satu tujuh) meliputi:

a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode
SPU-2; dan

c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-
3.

Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) hektare
terdapat di:

a. SWP LA pada Blok 1.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 86,02 (delapan puluh enam koma nol dua)
hektare terdapat di:

a. SWPI.A pada BlokI.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
luas 25,49 (dua puluh lima koma empat sembilan)
hektare terdapat di:

a. SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 5

Zona Campuran

Pasal 30

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 222,99 (dua ratus
dua puluh dua koma sembilan sembilan) hektare
berupa Sub-Zona campuran intensitas
menengah /sedang dengan kode C-2.

Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang
dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan luas 222,99 (dua ratus dua puluh dua koma
sembilan sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.2; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 106,38 (seratus
enam koma tiga delapan) meliputi:

a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1; dan

b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan
kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan luas 41,06 (empat puluh satu koma nol enam)
hektare terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1;
b. SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok 1.B.2; dan
c. SWPI.C pada Blok I.C.1.

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode
K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan luas 65,32 (enam puluh lima koma tiga
dua) hektare



(1)

(2)

(1)

(2)

terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 68,11
(enam puluh delapan koma satu satu) hektare berupa
Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.

Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas
68,11 (enam puluh delapan koma satu satu) hektare
terdapat di:

a. SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok [.A.3;
dan

b. SWP I.B pada Blok 1.B.2.

Paragraf 8

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan
luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berupa Sub-
Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.

Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,08
(nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP I.C
pada Blok I.C.1 dan Blok [.C.2.



Paragraf 9

Zona Transportasi

Pasal 34

(1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 1,14
(satu koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona
transportasi dengan kode TR.

(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,14 (satu koma
satu empat) hektare terdapat di SWP [.LA pada Blok
[LA.1.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

(1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan
luas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektare berupa
Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,59
(dua koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP [.A
pada Blok 1.A.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan
dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan
rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan
Perkotaan Tobadak.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pelaksanaan KKKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Tobadak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf
a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan
penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.

Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam
pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 38

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b
diselenggarakan dengan pengembangan program
utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri
atas:

a. program perwujudan;

b. lokasi;

c. sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:



a.

b.

program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

program perwujudan rencana Pola Ruang.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdapat di SWP dan/atau Blok.

(4)

()

(6)

(7)

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ meliputi:

a.

b.

anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi
Sulawesi Barat;

anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Mamuju Tengah;

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilaksanakan oleh:

a.
b.
c.
d.

€.

kementerian/lembaga;
perangkat daerah;
swasta;

Masyarakat; dan/atau

pemangku kepentingan lainnya.

Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a.
b.
c.

d.

€.

tahap I pada periode tahun 2023 sampai 2024;
tahap II pada periode tahun 2025 sampai 2029;
tahap III pada periode tahun 2030 sampai 2034;

tahap IV pada periode tahun 2035 sampai 2039;
dan

tahap V pada periode tahun 2040 sampai 2042.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e meliputi aturan dasar.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 39
meliputi:

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan

f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

(1) Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan lahan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf a
terdiri atas;



(2)

(3)

a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan
diperbolehkan/diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat
secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat
tertentu; dan

d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan
pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan
rencana peruntukan ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan
yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kklasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian
kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan,
dapat berupa:

1. waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam
operasi kegiatan;

2. pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah
tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang
dipergunakan;

3. pengembangan dan peningkatan kapasitas
kegiatan atau wusaha lebih lanjut tidak
diperkenankan;

4. pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan

5. pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan
pelayanan utilitas, berupa air bersih, air
minum, air limbah, persampahan, listrik,
telekomunikasi, dan lainnya, yang harus
terukur dan tidak menimbulkan gangguan
terhadap pengguna layanan utilitas publik
lainnya di lingkungan sekitarnya.

b. klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas ruang
atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas
maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona
maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan
untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di
sekitarnya, dapat berupa:



1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum
diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen)
sampai dengan maksimum 20% (dua puluh
persen);

2. koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan
sebesar minimal 5% (lima persen) sampai
dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
dan

3. pembatasan atau perubahan luasan dan
penurunan ketentuan tata bangunan yang
dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi
lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis
sempadan bangunan atau jarak bebas
bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.

c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah
pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan
telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum
memerlukan tambahan, maka pemanfaatan
tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan
terbatas dengan = pertimbangan-pertimbangan
khusus yang meliputi:

1. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu)
kegiatan atau usaha untuk setiap sub Blok atau
satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui
bersama masyarakat setempat dan pemerintah
daerah; dan

2. kajian dengan kegiatan lain yang serupa,
sejenis, dan sama di sub Blok, atau lingkungan
sekitarnya.

(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan
lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara
bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus
dipenuhi dapat berupa persyaratan umum dan
persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi
tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan
sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. klasifikasi Bl wuntuk kegiatan yang wajib
melakukan kajian dan persetujuan lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta
rekomendasi institusi/forum yang berkaitan sesuai
dengan peraturan perundangan,;



(9)

(6)

b. klasifikasi B2 kesesuaian wajib terhadap peraturan
daerah yang mengatur tentang bangunan,
konstruksi, kesehatan dan pengelolaan
lingkungan, pengamanan dan kebencanaan,
keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi;

c. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang dikenakan
disinsentif berupa biaya dampak pembangunan,
dapat berupa:

1. biaya sosial kesehatan, berupa asuransi; jiwa,
kesehatan, kebakaran, kecelakaan dan lainnya
sesuai penilaian dan kebutuhan;

2. biaya lingkungan, berupa biaya jaminan atau
garansi lingkungan untuk pemulihan dan
penanggulangan dampak, dan lainnya sesuai
penilaian dan kebutuhan); dan

3. penyediaan prasarana sarana lebih dari yang
diwajibkan dan disarankan untuk mendukung
kegiatan sehingga dapat menghilangkan atau
meminimalkan dan mengurangi dampak negatif
menjadi lebih kecil dan dapat diabaikan.

d. klasifikasi B4 diizinkan dengan syarat wajib
menyediakan  sarana, prasarana dan/atau
ketentuan khusus lainnya yang dapat
meminimalisir banjir atau genangan perkotaan
seperti lubang biopori, sumur resapan dan/atau
kolam injeksi;

e. klasifikasi BS diizinkan dengan syarat wajib
menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau
kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang
dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau
seperti penyediaan taman vertikal, roof garden dan
sebagainya berdasarkan rekomendasi dari instansi
teknis terkait.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan
dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan
dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi
lingkungan dan sekitarnya.

Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.



(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a meliputi:

a.

Zona perlindungan setempat dengan kode PS
berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan
kode PS;

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
meliputi:

1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;

3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-
4;

4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
S. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona
badan air dengan kode BA.

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b meliputi:

a.

Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona
perkebunan dengan kode P-3;

Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2;

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3; dan

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode
SPU-2; dan

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3.

Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona

campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2.

Zona perdagangan dan jasa dengan kode K
meliputi:



1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota
dengan kode K-1; dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2.

f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT;

g. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
Zona transportasi dengan kode TR; dan
i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(9) Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan
ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun
yang dipersyaratkan pada Zona atau Sub-Zona
meliputi:

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum,;
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum,;

c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal,

d. luas kaveling minimum; dan

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana yang dimaksud



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

dalam Pasal 40 huruf ¢ merupakan ketentuan yang
mengatur bentuk, basaran, peletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk
menjaga keselamatan dan keamanan bangunan
meliputi:

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan

d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas
belakang (JBB) minimum.

Struktur bangunan gedung diatas dua lantai dan non
gedung mengacu pada tata cara perencanaan
ketahanan gempa berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

Ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d
mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung
minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona
peruntukan.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai
kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka
menciptakan lingkungan yang nyaman melalui
penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar
zona berfungsi secara optimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf e terdiri atas:

a.

b.

(1)

(2)

Kawasan rawan bencana;
tempat evakuasi bencana; dan

Kawasan sempadan.

Pasal 46

Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a
meliputi Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan ketentuan meliputi:

a. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur
buatan untuk mitigasi bencana,;

b. struktur bangunan dirancang untuk dapat
menahan arus dan pergerakan tanah akibat
dampak banjir;

c. menggunakan sekat penahan anti air untuk
menahan air masuk ke bangunan atau ke
lingkungan permukiman;

d. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat
evakuasi sementara ketika banjir datang,
dilengkapi dengan akses tangga darurat dan/atau
akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum
meliputi penyediaan biopori, sumur resapan
dan/atau kolam retensi untuk kegiatan kompleks
perumahan atau bangunan non tunggal;

f. penyediaan RTH publik sebesar 20% (dua puluh
persen) dari luas lahan untuk kegiatan kompleks
perumahan atau bangunan non tunggal;

g. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk
Kawasan Budi Daya terbangun meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimum dikurangi
sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar



Zona dan/atau Sub-Zona; dan

2. koefisien dasar hijau minimum ditambah

sebesar 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar
Zona dan/atau Sub-Zona.

h. RTNH menggunakan perkerasan yang mudah

meresapkan air ke dalam tanabh;

setiap bangunan wajib menyediakan biopori atau
sumur resapan;

menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar
dapat dijangkau oleh petugas evakuasi dan
kendaraan evakuasi; dan

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
kegiatan yang mengurangi daya serap tanah
terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi
resapan air.

(3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir
tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona
perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok [.A.1; dan
2. SWPIL.C pada Blok I.C.1.
Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan
kode R-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, dan
Blok I.A.3;

b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di:

a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok 1.A.3;
b) SWP I.B pada Blok 1.B.1; dan
c) SWPI.C pada Blok I.C.1.

Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
meliputi:

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1



(4)

(1)

(2)

terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;

2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di:

a) SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok [.A.3; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.1

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di:

a) SWP I.A pada Blok [.A.2 dan Blok I.A.3; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.1.

d. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona
campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 terdapat di SWP [.A pada Blok I.A.1, Blok
[.A.2, dan Blok I.A.3.

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K
meliputi:

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota
dengan kode K-1 terdapat di SWP 1.B pada Blok
[.B.1 dan Blok I.B.2; dan

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP
dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok
[LA.2.

f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
[.A pada Blok [.A.2 dan Blok [.A.3.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b
meliputi:

a. tempat evakuasi sementara; dan
b. tempat evakuasi akhir.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan ketentuan meliputi:



a.

tempat evakuasi sementara (TES) merupakan
ruang penyelamatan diri (escape building) dan
berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly
point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi
ke tempat evakuasi akhir (TEA) meliputi:

1.

pemanfaatan ruang pada TES diatur dengan
ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB)
maksimum diturunkan sebesar minimal 5%
(lima persen) sampai dengan maksimum 10%
(sepuluh persen) dari aturan dasar;

waktu tempuh lokasi TES maksimal 10
(sepuluh) menit;

jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 - 600 m
(empat ratus hingga enam ratus meter) dari
pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;

terletak pada jaringan jalan yang mudah
dicapai dari segala arah dengan berlari atau
berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);

memiliki sarana dan prasarana penunjang yang
lengkap; dan

TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai
tempat evakuasi vertikal (TEV).

tempat evakuasi akhir (TEA) merupakan tempat
penampungan penduduk di kawasan aman dari
bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu
tertentu meliputi:

1.

pemanfaatan ruang pada TES diatur dengan
ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB)
maksimum diturunkan sebesar minimal 10%
(sepuluh persen) sampai dengan maksimum
20% (dua puluh persen) dari aturan dasar;

lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;

terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke
tempat penampungan untuk memudahkan
evakuasi (escape road);

memiliki standar minimal daya tampung ruang
evakuasi dengan standar minimal kebutuhan
ruang yang dianjurkan adalah 3 m2/orang (tiga
meter persegi per orang);

ketersediaan sarana air bersih, MCK,
penerangan/listrik, dan lainnya yang
mencukupi;

ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan
kesehatan pengungsi; dan



(3)

(4)

(9)

7. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana
yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon,
dan satelit).

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
tempat evakuasi sementara meliputi:

a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di:

a) SWP I.A pada Blok [.A.2 dan Blok [.A.3; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.2.

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di:

a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
b) SWP I.C pada Blok I.C.1.

b. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona
campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 terdapat di SWP 1.B pada Blok I.B.1;

c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan
kode K-2 terdapat di SWP [.A pada Blok [.A.1 dan
Blok I.A.3; dan

d. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
[.A pada Blok I.A.3.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
tempat evakuasi akhir meliputi Zona sarana pelayanan
umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala
kota dengan kode SPU-1 terdapat di:

a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok [.B.2; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasal 48

(1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:

a. sempadan sungai; dan

b. sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan
meliputi:

a. sempadan sungai meliputi:

1.

pemanfaatan ruang pada sempadan sungai
wajib menyediakan ruang untuk jalan inspkesi;

ketentuan lebar sempadan sungai dalam
kawasan perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter;

pembatasan pertumbuhan dan pengembangan
bangunan pada kawasan sempadan sungai;

(tambahkan batasan bangunan dari tanggul);

kegiatan penggunaan lahan yang sudah
terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk
tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan
ekosistem alami;

menyediakan akses publik menuju dan di
sepanjang sungai; dan

melakukan proteksi dan adaptasi bangunan
terhadap bencana banjir dan/atau konservasi
sungai untuk mengembalikan batas sempadan
sungai minimal yang diperuntukkan sebagai
kegiatan ruang perlindungan setempat dan
pengembangan struktur alami dan/atau
struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir.

b. sempadan ketenagalistrikan meliputi:

1. ruang bebas minimum dari sumbu vertikal

menara meliputi SUTT 150 (seratus lima puluh)
kV PLTU Mamuju-Topoyo memiliki ketentuan
jarak bebas minimum horizontal sebesar 10
(sepuluh) meter dari sumbu vertikal menara
dan jarak bebas minimum vertikal dari
konduktor S (lima) meter dari lokasi bangunan,
tanaman dan perkebunan (nilai beragam
tergantung objek yang ada saluran).

. material menara menggunakan bahan yang

kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam
perawatan;



3. penyediaan koefisien dasar hijau minimal

sebesar 40% (empat puluh persen) persen;

. penyediaan fasilitas atau peralatan darurat

seperti hidran kebakaran;

5. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan

dengan titik tengah Menara meliputi:

a) lapangan terbuka atau Daerah terbuka
minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;

b) bangunan dan jembatan minimal 5 (lima)
meter;

c) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan
minimal 5 (lima) meter;

d) jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9
(sembilan) meter;

e) lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas
koma lima) meter; dan

f) SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara
telekomunikasi, antena, dan kereta gantung
maksimal 4 (empat) meter.

(3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan
sungai meliputi:

a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona
perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:

1.

SWP I.A pada Blok [.A.1; dan

2. SWPI.C pada Blok I.C.1.

b. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1.

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di:

a) SWP LA pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan
Blok I.A.3; dan

b) SWP I.B pada Blok [.B.2.

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP 1.B pada Blok
[.B.1.

C. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan
kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.3;
dan



d. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-
Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
[.A pada Blok I.A.3.

(4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan
ketenagalistrikan meliputi:

a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang
dengan kode R-3 terdapat di SWP 1.A pada Blok
1.A.2 dan Blok 1.A.3; dan

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah
dengan kode R-4 terdapat di SWP [.A pada Blok
1.A.3.

b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan
kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok 1.A.3;
dan

c. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona
campuran intensitas menengah/sedang dengan
kode C-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 49

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf f meliputi:

a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif; dan

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada
dan tidak sesuai dengan PZ.



Pasal 50

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan ketentuan
yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan
dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan
massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.

Pasal 51

(1) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b
merupakan ketentuan pemberian Insentif bagi
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan
rencana tata ruang, memiliki nilai tambah pada Zona
yang perlu didorong, dan memberikan dampak positif
bagi Masyarakat, serta pemberian Disinsentif bagi
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan
RDTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan
daya tampung lingkungan, tidak sejalan dengan
Rencana Tata Ruang, dan memberikan dampak negatif
bagi Masyarakat.

(2) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
perangkat untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang
sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang
yang sejalan dengan RDTR.

(3) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap
menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Insentif dan Disinsentif dapat diberikan kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Masyarakat.

(5) Insentif kepada  Pemerintah  Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan
dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana,;

c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau



d. penghargaan.

(6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. pemberian kompensasi;

c. subsidi;

d. imbalan;

€. Ss€wa ruang;

f. urun saham;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. fasilitasi persetujuan KKPR;

[

penghargaan; dan/atau
j- publikasi atau promosi.

(7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan
dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan
sarana.

(8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran,
lokasi, dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c
berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya
diterbitkan sebelum penetapan RDTR, dan dapat
dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur
yang benar.

Pasal 53

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 terdapat di:



a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan

b. Zona badan air dengan kode BA.

(2) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona
perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-
Zona perlindungan setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
ketentuan yang berlaku bagi kegiatan dan penggunaan
lahan yang sudah terbangun sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona
perlindungan setempat dengan kode PS meliputi:

a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang meliputi:

1.

kegiatan terbatas dan kegiatan bersyarat
dilakukan pembatasan dan pelaksanaan yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

kegiatan penimbunan atau melakukan urugan
pada bagian tepi badan air dibatasi hanya
untuk pembangunan tanggul sungai, prasarana
sarana sumber daya air dan kegiatan lainnya
yang telah mendapatkan rekomendasi dari
dinas teknis yang membidangi.

b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif
meliputi:

1.

kegiatan yang diizinkan secara terbatas
dan/atau bersyarat yang  mendukung
konservasi sungai dan fungsi perlindungan
setempat berhak mendapatkan Insentif; dan

kegiatan yang tidak diperbolehkan atau
dilarang dikenakan Disinsentif.

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah
ada dan tidak sesuai dengan PZ meliputi:

1.

kegiatan yang tidak diperbolehkan atau
dilarang yang memiliki risiko dan dampak
negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk
dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi
ruang;

menyediakan akses publik menuju sempadan
sungai;

melakukan proteksi dan adaptasi terhadap
resiko bencana banjir atau longsor dengan
membuat struktur alami atau struktur buatan
untuk mitigasi; dan



4. kegiatan dan penggunaan yang tidak sesuai
dapat disesuaikan dengan ketentuan dialihkan
keluar dari zona perlindungan setempat sesuai
kavling bidang tanah yang dikuasai dan telah
mendapatkan rekomendasi atau persetujuan
dari dinas teknis.

(3) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona
badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi ketentuan penggunaan lahan
yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona badan
air dengan kode BA meliputi:

a.

untuk melindungi penggunaan badan air dari
konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan
di badan air yang memiliki alas hak sebelum
penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh
kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku;

pemanfaatan ruang pada badan air untuk
kepentingan sumber air baku diatur sesuai
ketentuan yang berlaku,;

pada areal kegiatan pertambangan yang sudah
memiliki izin usaha pertambangan hanya diizinkan
melakukan aktivitas tambang maksimal 40 (empat
puluh) persen dari luas areal izin usaha
pertambangan;

pada areal izin usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ menetapkan jarak aman
dari tepi  sungai sesuai dengan kajian
teknis yang membidangi;

pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha
pertambangan wajib melaksanakan kegiatan
pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku;

pemanfaatannya diarahkan sebagai ruang untuk
kawasan lindung berupa perlindungan setempat
dan/atau Ruang Terbuka Biru (RTB); dan

dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budi
daya perikanan, fasilitas rekreasi, ruang terbuka
publik, serta sarana pendidikan dan penelitian
tentang sungai dengan batasan luas terbangun
10% (sepuluh persen) dari luas area pemanfaatan
serta konstruksi bangunan tahan banjir dan
menyediakan jalur, rambu, dan ruang evakuasi
banjir.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 54

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara
partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan
Ruang.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat
daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi
profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi,
dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak
adalah

20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1
(satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali,
dilakukan penilaian perwujudan RDTR.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,
penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR
Kawasan Perkotaan Tobadak dapat dilakukan lebih
dari 1 (satu) kali dalam setiap periode S (lima) tahunan.

Perubahan  lingkungan  strategis  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
perundang-undangan,;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan perundang-undangan;



(9)

(6)

(7)

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan
dengan perundang-undangan; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang
berimplikasi pada Penilaian Perwujudan dan
peninjauan kembali Peraturan Bupati Mamuju Tengah
tentang RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak dapat
direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan dengan
kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat
strategis dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang RDTR
Kawasan Perkotaan Tobadak dilengkapi dengan
rencana dan album peta yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.

izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah
dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Mamuju Tengah
yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang
atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati
ini; dan

izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa

berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti
melalui mekanisme penerbitan KKPR.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju

Tengah.
di Tobadak
peal 10 Agustus 2023
AN W TENGAH,
Diundangkan di Tobadak i

pada tanggal 10 Agustus 2023
ETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
26



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK

II.

TAHUN 2023-2042

UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan,
ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah
tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan
dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar
pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan
berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas
dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan
masyarakat yang dituangkan dalam peraturan daerah dan
peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasionalisasi
kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW
Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Zonasi merupakan acuan
lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai
salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

RDTR Kawasan Perkotaan Tobadak merupakan rencana yang
menetapkan blok pada Kawasan fungsional sebagai penjabaran
kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan
antarkegiatan dalam Kawasan fungsional agar tercipta
lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan
penunjang dalam Kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal
tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-
undangan, maka perlu untuk mengadakan RDTR Kawasan
Perkotaan Tobadak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas



Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas



Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas



Pasal 56 = Cukup jelas
Pasal 57  Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 1
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PLA 2/1/2023 tentang Penelapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung,

il Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Pangale, Ki
Agraria Di Kabupaten

mT

TIEN
753005

7600




LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK TAHUN 2023-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
RDTR KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK

Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan Mle‘nyelenggara LGN L il Kabupaten yang Kepentingan 11283 |45 2028 (2030- ((2035- |(2040-
an Urusan yang -
P 7 ] q membidangi Lainnya 2034) | 2039) | 2042)
emerintahan membidangi 2023[2024/2025(2026{2027/2029
di Bidang
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG
A Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
a Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Pekerjaan Umum
Penyediaan Prasarana dan Penataan
Sarana, dan Utilitas Umum - APBD Ruang
1.1.1 ) 4 SWP I.A pada Blok 1.A.3 Kabupaten - - - Perumahan Swasta
di Perumahan untuk
. . . - Swasta Rakyat dan
Menunjang Fungsi Hunian K
awasan
Permukiman
2 Program Pengembangan Permukiman
2.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten
- Pekerjaan Umum
Pembangunan dan dan Penataan
Pengembangan Infrastruktur - APBD Ruang
2.1.1 | Kawasan Permukiman di | SWP I.A pada Blok I.A.3 Kabupaten - - - Perumahan Swasta
Kawasan Strategis Daerah - Swasta Rakyat dan
Kabupaten Kawasan
Permukiman
8 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten
Pembangunan Prasarana APBD
3.1.1 Jalan di Jalan Kabupaten SWP I.A pada Blok I.A.3 Kabupaten - - Perhubungan -
Penyediaan Perlengkapan - Pekerjaan Umum
Jalan di Jalan Kabupaten APBD dan Penataan
8.1.2 (Pengembangan Ruang Dan SWP LA pada Blok 1.A.3 Kabupaten ) ) Ruang )

Pejalan Kaki Untuk

- Perhubungan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"éﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Meningkatkan Kualitas dan
Jangkauan Pelayanan PPK)
Penyediaan Perlengkapan - Pekerjaan Umum
Jalan di Jalan Kabupaten APBD dan Penataan
3.1.3 (Pengembangan Jalur Sepeda SWP LA pada Blok .A.3 Kabupaten B B Ruang B
Baru) - Perhubungan
b Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Sub Pusat Pelayanan Kawasan
Perkotaan Babana terdapat di SWP
I.A pada Blok I.A.1 - Pekeriaan Umum
- Sub Pusat Pelayanan Kawasan dan PJenataan
Penyediaan Prasarana, Perkotaan Tobadak terdapat di | APED Ruan
Sarana, dan Utilitas Umum SWP I.A pada Blok I.A.3 s
1.1.1 N Kabupaten - - - Perumahan Swasta
di Perumahan untuk | - Sub Pusat Pelayanan Kawasan
. . . R - Swasta Rakyat dan
Menunjang Fungsi Hunian Perkotaan Topoyo terdapat di SWP K
awasan
1.B pada Blok I.B.2 Permukiman
- Sub Pusat Pelayanan Kawasan
Perkotaan Waeputeh terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.2
2 Program Pengembangan Permukiman
2.1 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten
- Sub Pusat Pelayanan Kawasan
Perkotaan Babana terdapat di SWP
I.A pada Blok I.A.1 .
- Pekerjaan Umum
- Sub Pusat Pelayanan Kawasan
Pembangunan dan . dan Penataan
Perkotaan Tobadak terdapat di
Pengembangan Infrastruktur - APBD Ruang
. . SWP I.A pada Blok 1.A.3
2.1.1 | Kawasan Permukiman di Kabupaten - - - Perumahan Swasta
- - Sub Pusat Pelayanan Kawasan
Kawasan Strategis Daerah . - Swasta Rakyat dan
Perkotaan Topoyo terdapat di SWP
Kabupaten Kawasan
1.B pada Blok I.B.2 Permukiman
- Sub Pusat Pelayanan Kawasan
Perkotaan Waeputeh terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.2
S Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Penyediaan Perlengkapan - Pekeriaan
Jalan di Jalan Provinsi | Sub Pusat Pelayanan Kawasan Umu rJn dan - Pekerjaan Umum
3.1.1 (Pengembangan Ruang Dan | Perkotaan Babana terdapat di SWP | APBD ) Penataan dan Penataan )
o Pejalan Kaki Untuk | I.A pada Blok I.A.1 Provinsi R Ruang
. . uang
Meningkatkan Kualitas dan - Perhubungan
- Perhubungan

Jangkauan Pelayanan SPPK)




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP-I TP-2
Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan | Menyelenggara | Daerah Provinsi | 'p ; ooten vang | Kepentingan | * | 2 | 3 | 4 | 5 12028|(2030-|(2035-|(2040-
kan Urusan yang A q
3 q 5 membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
3.2 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kawasan
Perkotaan Babana terdapat di SWP
I.A pada Blok I.A.1
Penyediaan Perlengkapan | - Sub Pusat Pelayanan Kawasan
Jalan di Jalan kabupaten Perkotaan Tobadak terdapat di - Pekerjaan Umum
391 (Pengembangan Ruang Dan SWP I.A pada Blok I.A.3 APBD B B dan Penataan B
- Pejalan Kaki Untuk | - Sub Pusat Pelayanan Kawasan | Kabupaten Ruang
Meningkatkan Kualitas dan Perkotaan Topoyo terdapat di SWP - Perhubungan
Jangkauan Pelayanan SPPK) I.B pada Blok I.B.2
- Sub Pusat Pelayanan Kawasan
Perkotaan Waeputeh terdapat di
SWP I.C pada Blok I.C.2
@ Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (Pusat Lingkungan Kecamatan)
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Pekerjaan Umum
. dan Penataan
Penyediaan Prasarana, _ APED Ruan:
1.1.1 Sarana, dan Utilitas Umum | Pusat Lingkungan Kecamatan Topoyo Kabupaten B B B Perung1ahan Swasta
o di Perumahan untuk | terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 p
. . . - Swasta Rakyat dan
Menunjang Fungsi Hunian K
awasan
Permukiman
2 Program Pengembangan Permukiman
2.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten
- Pekerjaan Umum
Pembangunan dan dan Penataan
Pengembangan Infrastruktur . - APBD Ruang
2.1.1 | Kawasan Permukiman di f;zzt Etn(%ik;l;\l%ﬁa? é{ ei?:a};ﬁii‘og gy ° Kabupaten - - - Perumahan Swasta
Kawasan Strategis Daerah p ~ P e - Swasta Rakyat dan
Kabupaten Kawasan
Permukiman
3 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan
Jalan di Jalan kabupaten - Perhubungan
3.1.1 (Pengembangan Ruang Dan | Pusat Lingkungan Kecamatan Topoyo | APBD B ~ - Pekerjaan Umum B
o Pejalan Kaki Untuk | terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 Kabupaten dan Penataan
Meningkatkan Kualitas dan Ruang
Jangkauan Pelayanan PL)
d Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP-I TP-2
Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan | Menyelenggara | Daerah Provinsi | 'p ; ooten vang | Kepentingan | * | 2 | 3 | 4 | 5 12028|(2030-|(2035-|(2040-
kan Urusan yang A .
; q 5 membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Pusat Lingkungan Desa Babana
terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 - Pekerjaan Umum
Penvediaan Prasarana. | - Pusat Lingkungan Desa Tobadak dan Penataan
Y - ’ terdapat di SWP I.A pada Blok .LA.3 | - APBD Ruang
Sarana, dan Utilitas Umum .
1.1.1 ) - Pusat Lingkungan Desa Kabupaten - - - Perumahan Swasta
di Perumahan untuk .
Menunjang Fungsi Hunian Pangalloang terdapat di SWP I.B | - Swasta Rakyat dan
pada Blok 1.B.1 Kawasan
- Pusat Lingkungan Desa Topoyo Permukiman
terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2
2 Program Pengembangan Permukiman
2.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten
- Pusat Lingkungan Desa Babana
terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 - Pekerjaan Umum
Pembangunan dan | - Pusat Lingkungan Desa Tobadak dan Penataan
Pengembangan Infrastruktur terdapat di SWP I.A pada Blok .LA.3 | - APBD Ruang
2.1.1 | Kawasan Permukiman di | - Pusat Lingkungan Desa Kabupaten - - - Perumahan Swasta
Kawasan Strategis Daerah Pangalloang terdapat di SWP I.B | - Swasta Rakyat dan
Kabupaten pada Blok 1.B.1 Kawasan
- Pusat Lingkungan Desa Topoyo Permukiman
terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2
3 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Pembangunan Prasarana .
3.1.1 | Jalan di Jalan Provinsi (Halte Pusat Llr}gkungan Desa Babana APBP . - Perhubungan Perhubungan -
terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 Provinsi
Angkutan Umum)
Penyediaan Perlengkapan .
Jalan di Jalan Provinsi B E?’ll;irrf?gn - Pekerjaan Umum
319 (Pengembangan Ruang Dan | Pusat Lingkungan Desa Babana | APBD B Penataan dan Penataan B
o Pejalan Kaki Untuk | terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 Provinsi Ruang
R . Ruang
Meningkatkan Kualitas dan - Perhubunean - Perhubungan
Jangkauan Pelayanan PL) g
3.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Pusat Lingkungan Desa Babana
Penvediaan Perlenckapan terdapat di SWP I.A pada Blok [.A.1
Y . gxap - Pusat Lingkungan Desa Tobadak .
Jalan di Jalan Kabupaten ; - Pekerjaan Umum
terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3
(Pengembangan Ruang Dan - APBD dan Penataan
3.2.1 . . - Pusat Lingkungan Desa - - -
Pejalan Kaki Untuk . Kabupaten Ruang
. . Pangalloang terdapat di SWP I.B
Meningkatkan Kualitas dan lok - Perhubungan
Jangkauan Pelayanan PL) pada B o LB.1
- Pusat Lingkungan Desa Topoyo
terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2
B Rencana Jaringan Transportasi
a Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;:zetl;m“f:'a Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Peg;e;;:;tahan membidangi 2023(2024/2025(2026(2027/2029
ang
1 Program Penyelenggaraan Jalan
1.1 Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jaringan Jalan Arteri Primer)
- Pekerjaan
- Karossa — Topoyo melintas di SWP Umum dan
Perumahan
Pelebaran Jalan Menambah I.C
1.1.1 - - . - APBN Rakyat - - -
Lajur - Topoyo - Tarailu melintas di SWP - Pelaksan
LA, SWP 1B, dan SWP 1.C caxsanaan
Jalan
Nasional
- Pekerjaan
. . Umum dan
Rekonstruksi Jalan | ~ i(érossa ~ Topoyo melintas di SWP Perumahan
1.1.2 Slzelzg)lgkatan Perkerasan | _ Topoyo - Tarailu melintas di SWP APBN ) ?:f;ykzta oen - - -
I.A, SWP L.B, dan SWP I.C
Jalan
Nasional
- Pekerjaan
- Karossa — Topoyo melintas di SWP Umum dan
. Perumahan
113 Pemeliharaan Jalan Secara I.C APBN Rakyat B ) )
o Berkala - Topoyo - Tarailu melintas di SWP - Pelaksanaan
I.A, SWP I.B, dan SWP I.C
Jalan
Nasional
- Pekerjaan
- Karossa — Topoyo melintas di SWP Umum dan
. Perumahan
Pemeliharaan Jalan Secara I.C
1.1.4 - - . - APBN Rakyat - - -
Rutin - Topoyo - Tarailu melintas di SWP - Pelaksan
LA, SWP 1B, dan SWP 1.C caxsanaan
Jalan
Nasional
1.2 Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Jaringan Jalan Kolektor Primer)
Akses Pelabuhan Budong-Budong Pekerjaan Umum
1.2.1 E:}iliaran Jalan Menambah (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas ?fc??nsi - dan Penataan - -
J di SWP L.A v Ruang
Rekonstruksi Jalan | Akses Pelabuhan Budong-Budong APBD Pekerjaan Umum
1.2.2 | (Peningkatan Perkerasan | (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas Provinsi - dan Penataan - -
Jalan) di SWP LA Ruang
Pemeliharaan Jalan Secara Akses Pelabuhan Budong—Bufiong APBD Pekerjaan Umum
1.2.3 Berkala (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas Provinsi - dan Penataan - -
di SWP LA Ruang
. Akses Pelabuhan Budong-Budong Pekerjaan Umum
1.2.4 iirglihharaan Jalan Secara (Polohu-Babana-Pelabuhan) melintas ?f(f/]i?'lsi - dan Penataan - -
di SWP LA Ruang
1.3 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Kolektor Primer)




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;:zet',‘:,m“%ﬂ'a Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023[2024(2025(2026(20272029
di Bidang
Pelebaran Jalan Menambah | Jalan Nasional - Mahahe melintas di | APBD Pekerjaan Umum
1.3.1 . - - dan Penataan -
Lajur SWP LA Kabupaten R
uang
RekantmkSI Jalan Jalan Nasional - Mahahe melintas di | APBD Pekerjaan Umum
1.3.2 | (Peningkatan Perkerasan - - dan Penataan -
SWP LA Kabupaten
Jalan) Ruang
Pemeliharaan Jalan Secara | Jalan Nasional - Mahahe melintas di | APBD Pekerjaan Umum
1.3.3 - - dan Penataan -
Berkala SWP LA Kabupaten
Ruang
Pemeliharaan Jalan Secara | Jalan Nasional - Mahahe melintas di | APBD Pekerjaan Umum
1.3.4 B - - dan Penataan -
Rutin SWP LA Kabupaten
Ruang
1.4 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Kolektor Sekunder)
Pelebaran Jalan Menambah | Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B | APBD Pekerjaan Umum
1.4.1 . - - dan Penataan -
Lajur dan SWP I.C Kabupaten
Ruang
Rekc?nstrukm Jalan Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B | APBD Pekerjaan Umum
1.4.2 | (Peningkatan Perkerasan - - dan Penataan -
dan SWP I.C Kabupaten
Jalan) Ruang
Pemeliharaan Jalan Secara | Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.LB | APBD Pekerjaan Umum
1.4.3 - - dan Penataan -
Berkala dan SWP I.C Kabupaten
Ruang
Pemeliharaan Jalan Secara | Topoyo - Tumbu melintas di SWP I.B | APBD Pekerjaan Umum
1.4.4 . - - dan Penataan -
Rutin dan SWP I.C Kabupaten
Ruang
1.5 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Lokal Primer)
- Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP 1.B
- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA
- Jalan Pasar Baru melintas di SWP
I.C
- Paraili - Kabubu melintas di SWP Pekeriaan Umum
151 Pelebaran Jalan Menambah I.C APBD ) B dan PJenataan )
o Lajur - Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B | Kabupaten Ruan
dan SWP 1.C &
- Waeputeh - Bayor melintas di SWP
I.B dan SWP 1.C
- Waeputeh - Tappilina melintas di
SWPI.C
- jalan lokal primer lainnya melintas
di SWP LA, SWP I.B, dan SWP I.C
1.5.2 E;Tfkebasanpen]“aelil;?/ Z?EZE jalan lokal primer lainnya melintas di | APBD B B gzlr{leg;?;[alfgum B
- Y &8 SWP L.A, SWP 1.B, dan SWP I.C Kabupaten
Jalan Ruang




1.5.3

Pembangunan Jalan

jalan lokal primer lainnya melintas di
SWP I.A, SWP L.B, dan SWP I.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan

Ruang

1.5.4

Rekonstruksi Jalan
(Peningkatan Perkerasan
Jalan)

- Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP 1.B

- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

- Jalan Pasar Baru melintas di SWP
I.C

- Paraili - Kabubu melintas di SWP
I.C

- Sekoci - Paraili melintas di SWP 1.B
dan SWP 1.C

- Waeputeh - Bayor melintas di SWP
I.B dan SWP 1.C

- Waeputeh - Tappilina melintas di
SWP I.C

- jalan lokal primer lainnya melintas
di SWP I.A, SWP L.B, dan SWP I.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.5.5

Pemeliharaan Jalan Secara
Berkala

- Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP 1.B

- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

- Jalan Pasar Baru melintas di SWP
I.C

- Paraili - Kabubu melintas di SWP
I.C

- Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B
dan SWP 1.C

- Waeputeh - Bayor melintas di SWP
I.B dan SWP 1.C

- Waeputeh - Tappilina melintas di
SWP I.C

- jalan lokal primer lainnya melintas
di SWP LA, SWP I.B, dan SWP I.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.5.6

Pemeliharaan Jalan Secara
Rutin

- Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP 1.B

- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

- Jalan Pasar Baru melintas di SWP
I.C

- Paraili - Kabubu melintas di SWP
I.C

- Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B
dan SWP 1.C

- Waeputeh - Bayor melintas di SWP
I.B dan SWP 1.C

- Waeputeh - Tappilina melintas di
SWP I.C

- jalan lokal primer lainnya melintas
di SWP LA, SWP 1.B, dan SWP I.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




Program Utama

Lokasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /
Lembaga yang
Menyelenggara
kan Urusan
Pemerintahan
di Bidang

Perangkat
Daerah Provinsi
yang
membidangi

Perangkat Daerah
Kabupaten yang
membidangi

Pemangku
Kepentingan
Lainnya

TP-1

TP-2

4 5

2028

20232024

2025

20262027

2029

TP-3
(2030-
2034)

TP-4
(2035-
2039)

TP-5
(2040-
2042)

1.6

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Lokal Sekunder)

1.6.1

Pelebaran Jalan

Standar

Menuju

- Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP L.B

- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

- Jalan Nasional -
melintas di SWP I.C

- Jalan Nasional - Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP 1.C

- Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP 1.C

- Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP 1.C

- Pasar Baru - Waeputeh melintas di
SWP 1.C

- Pasar Lama - Paraili melintas di
SWP I.B dan SWP 1.C

- jalan lokal sekunder lainnya
melintas di SWP I.A, SWP L.B, dan
SWPI.C

Lembah Deko

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.6.2

Pembebasan Lahan/Tanah
Untuk Penyelenggaraan
Jalan

jalan lokal sekunder lainnya melintas

di SWP LA, SWP L.B, dan SWP 1.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.6.3

Pembangunan Jalan

jalan lokal sekunder lainnya melintas

di SWP LA, SWP I.B, dan SWP 1.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.6.4

Jalan
Perkerasan

Rekonstruksi
(Peningkatan
Jalan)

- Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP I.B

- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

- Jalan Nasional -
melintas di SWP I.C

- Jalan Nasional - Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP I.C

- Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP I.C

- Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP 1.C

- Pasar Baru - Waeputeh melintas di
SWP 1.C

- Pasar Lama - Paraili melintas di
SWP I.B dan SWP 1.C

- jalan lokal sekunder lainnya
melintas di SWP I.A, SWP 1.B, dan
SWPI.C

Lembah Deko

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.6.5

Pemeliharaan Jalan Secara
Berkala

- Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP I.B

- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




- Jalan Nasional - Lembah Deko

melintas di SWP 1.C

- Jalan Nasional - Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP I.C

- Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP I1.C

- Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP 1.C

- Pasar Baru - Waeputeh melintas di
SWP 1.C

- Pasar Lama - Paraili melintas di
SWP I.B dan SWP 1.C

- jalan lokal sekunder lainnya
melintas di SWP LA, SWP 1.B, dan
SWPI.C

1.6.6

Pemeliharaan Jalan Secara
Rutin

- Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP L.B

- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

- Jalan Nasional - Lembah Deko
melintas di SWP I.C

- Jalan Nasional - Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP I1.C

- Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP I.C

- Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP 1.C

- Pasar Baru - Waeputeh melintas di
SWP 1.C

- Pasar Lama - Paraili melintas di
SWP I.B dan SWP 1.C

- jalan lokal sekunder lainnya
melintas di SWP LA, SWP 1.B, dan
SWPI.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.7

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten (Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder)

1.7.1

Pelebaran Jalan Menuju
Standar

- Benteng — Kondosapata melintas di
SWP LA

- Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP LA

- Topoyo - Tobadak melintas di SWP
LA

- Waeputeh - Salupangkang IV
melintas di SWP 1.C

- jalan lingkungan sekunder lainnya
melintas di di SWP LA, SWP 1B,
dan SWP L.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.7.2

Pembebasan Lahan/Tanah
Untuk Penyelenggaraan
Jalan

jalan lingkungan sekunder lainnya
melintas di di SWP I.A, SWP 1.B, dan
SWP I.C

APBD
Kabupaten

Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman




1.7.3

Pembangunan Jalan

jalan lingkungan sekunder lainnya

melintas di di SWP LA, SWP 1.B, dan
SWP I.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan

Ruang

1.7.4

Rekonstruksi Jalan
(Peningkatan Perkerasan
Jalan)

- Benteng — Kondosapata melintas di
SWP LA

- Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP LA

- Topoyo - Tobadak melintas di SWP
LA

- Waeputeh - Salupangkang IV
melintas di SWP 1.C

- jalan lingkungan sekunder lainnya
melintas di di SWP 1.A, SWP LB,
dan SWP I.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.7.5

Pemeliharaan Jalan Secara
Berkala

- Benteng — Kondosapata melintas di
SWP LA

- Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP LA

- Topoyo - Tobadak melintas di SWP
LA

- Waeputeh - Salupangkang IV
melintas di SWP 1.C

- jalan lingkungan sekunder lainnya
melintas di di SWP 1.A, SWP LB,
dan SWPI.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.7.6

Pemeliharaan Jalan Secara
Rutin

- Benteng — Kondosapata melintas di
SWP LA

- Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP LA

- Topoyo - Tobadak melintas di SWP
LA

- Waeputeh - Salupangkang IV
melintas di SWP 1.C

- jalan lingkungan sekunder lainnya
melintas di di SWP 1.A, SWP LB,
dan SWP I.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.8

Penyelenggaraan Jalan Nasional (Jalan Tol)

1.8.1

Kajian Pembangunan Jalan
Tol

Jalan Tol Mamuju-Palu

APBN

- Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

- Pengatur
Jalan Tol




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"é‘:ﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
- Pekerjaan
Pembebasan Lahan/Tanah - APBN g;lsnn:aiii Pekerjaan Umum
1.8.2 | untuk Penyelenggaraan | Jalan Tol Mamuju-Palu - APBD Rakyat - dan Penataan -
Jalan Kabupaten Ruang
- Pengatur
Jalan Tol
- Pekerjaan
Umum dan
1.8.3 | Pembangunan Jalan Tol Jalan Tol Mamuju-Palu APBN Ezr;yr:f han - - -
- Pengatur
Jalan Tol
b Perwujudan Terminal Penumpang
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (Provinsi)
. Terminal Penumpang Tipe B Mamuju
1.1.1 Pengelolaan . Terminal Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok APB].D . - Perhubungan Perhubungan -
Penumpang Tipe B LA Provinsi
Terminal Penumpang Tipe B Mamuju
1.1.2 Pengembangan _Sarana dan Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok APB].D . - Perhubungan Perhubungan -
Prasarana Terminal LA Provinsi
ﬁ:rl?lillailh;?:;n Term(il:; Terminal Penumpang Tipe B Mamuju APBD
1.1.3 o Tengah terdapat di SWP I.A pada Blok o - Perhubungan Perhubungan -
(Fasilitas Utama dan Provinsi
LAl
Pendukung)
1.2 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C (Kabupaten)
Penyusunan Rencana . .
. Terminal Penumpang Tipe C Topoyo | APBD B ~ ~
1.2.1 Pembangunar% Terminal terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 Kabupaten Perhubungan
Penumpang Tipe C
Pembangunan Gedung | Terminal Penumpang Tipe C Topoyo | APBD ) B )
1.2.2 Terminal terdapat di SWP I1.C pada Blok I.C.1 Kabupaten Perhubungan
Pengelolaan Terminal | Terminal Penumpang Tipe C Topoyo | APBD B B B
123 Penumpang Tipe C terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 Kabupaten Perhubungan
Pengembangan Sarana dan | Terminal Penumpang Tipe C Topoyo | APBD B B B
1.2.4 Prasarana Terminal terdapat di SWP I1.C pada Blok I.C.1 Kabupaten Perhubungan
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Terminal | Terminal Penumpang Tipe C Topoyo | APBD B B B
125 (Fasilitas Utama dan | terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 Kabupaten Perhubungan
Pendukung)

Perwujudan Jembatan

Program Penyelenggaraan Jalan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
) Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;:zeéiﬁgﬂ'a Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
P 3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
emerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
1.1 Penyelenggaraan Jalan
Pekerjaan
Umum dan
Jembatan Budong-Budong terdapat Perumahan Pekerjaan Umum
1.1.1 | Rehabilitasi Jembatan di SWP 1.B pada Blok I.B.2 dan SWP APBN Rakyat - dan Penataan -
I.C pada Blok I.C.1 Pelaksanaan Ruang
Jalan
Nasional
- Jembatan Sungai Bulurembu di Pekeriaan Umum
1.1.2 | Rehabilitasi Jembatan SWP LA pada Blok L.A.1 - APBD - - dan PJenataan -
o - Jembatan JB1 045 terdapat di SWP Kabupaten Ruan
1.C pada Blok 1.C.2 g
C Rencana Jaringan Energi
a Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
- Energi dan
Pengembangan Jaringan . Sumber Daya
1.1.1 | Transmisi Saluran Udara rsnli’llvrlitzli(filk\sl\)igll‘li Mamuju - Topoyo APBN Mineral - - -
Tegangan Tinggi (SUTT) 1 : - PT. PLN/
BUMN
b Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.1 Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Energi dan
Pengembangan Jaringan | - SWP LA Sumber Daya
1.1.1 | Transmisi Saluran Udara | -SWP LB APBN Mineral - - -
Tegangan Menengah (SUTM) -SWPI.C PT. PLN/
BUMN
@ Perwujudan Gardu Listrik
1 Perwujudan Gardu Listrik
1.1 | Pembangunan dan Pengembangan Gardu Hubung
- SWP LA pada Blok 1.A.1 dan Blok Energi dan
Optimalisasi dan ILA3 Sumber Daya
1.1.1 | Pengembangan Gardu | - SWP L.B pada Blok I.B.1 APBN Mineral - - -
Hubung - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok PT. PLN/
I.C.2 BUMN
Pembangunan Gardu | - SWP I.A pada Blok [.A.1 dan Blok Energi dan
Distribusi Untuk Menunjang LA3 Sumber Daya
1.1.2 Pengembangan Perkotaan | - SWP LB pada Blok I.B.1 APBN Mineral - - -
Tobg ok g - SWP L.C pada Blok I.C.1 dan Blok PT. PLN/
I.C.2. BUMN




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP-I TP-2
) Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan | Menyelenggara | Daerah Provinsi | 'p ; ooten vang | Kepentingan | * | 2 | 3 | 4 | 5 12028|(2030-|(2035-|(2040-
kan Urusan yang A .
; q 5 membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
1.2 Pembangunan dan Pengembangan Gardu Distribusi
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, .
Energi dan
Optimalisasi dan dan Blok .A.3 Sumber Daya
1.1.1 | Pengembangan Gardu | ~ SWP LB pada Blok LB.1 dan Blok APBN Mineral - - -
Distribusi L.B.2 PT. PLN/
- SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok :
LC.2 BUMN
- SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Enerei dan
Pembangunan Gardu dan Blok I.A.3 Sum%er Dava
Distribusi Untuk Menunjang | - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok - Y
1.2.2 APBN Mineral - - -
Pengembangan Perkotaan I.B.2 PT. PLN/
Tobadak - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok :
BUMN
I.C.2
D Rencana Jaringan Telekomunikasi
a Perwujudan Jaringan Tetap
1 Program Penyelenggaraan Jaringan Tetap
1.1 Rencana Pengembangan Jaringan Tetap
_SWP LA Komunikasi,
1.1.1 Pengembangan Jaringan | SWP I.B APBN PT. Telkom/ ~ Informatika, B
o Serat Optik ' BUMN Statistik, dan
-SWPI.C ?
Persandian
Komunikasi,
Pengembangan Sentral - APBN PT. Telkom/ B Informatika,
1.1.2 Telepon Otomat (STO) SWP I.C pada Blok I.C.2 - Swasta BUMN Statistik, dan Swasta
Persandian
- EZIIlPBII.(/)\kaaE% Blok I.A.1, Blok [.A.2, APBN Komunikasi,
L | Fensembangan - Kotak | S 113 pada pok 5.1 ATED i | Epaeieom! | normetier | svasta
g -SWP 1.C pada Blok I.C.1 dan Blok p >
LC.2 Swasta Persandian
Pengembangagl i Kamera | SWP LA - APBD Komunlk_as1,
Pengawas CCTV dan Informatika,
1.1.4 c -SWPIB Kabupaten - - L . Swasta
Peningkatan Pelayanan Statistik, dan
. . -SWPI.C - Swasta K
Ruang Pengendali Informasi Persandian
b Perwujudan Jaringan Terestrial
Program Penyelenggaraan Jaringan Terestrial
1.1 Rencana Pengembangan Jaringan Terestrial
. SWP LA pada Blok A2 dan Blok | APBD Komunikasi,
Pengembangan Stasiun Informatika,
111 | Pransmisi (Sistem Televisi) A3 Kabupaten B B Statistik, dan Swasta
SWP I.C pada Blok I.C.2 Swasta 7
Persandian
@ Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler
1 Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-1 TP-2
Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan | Menyelenggara | Daerah Provinsi | 'p ; ooten vang | Kepentingan | * | 2 | 3 | 4 | 5 12028|(2030-|(2035-|(2040-
kan Urusan yang A q
3 q 5 membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
1.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
Pengembangan Menara Base | ~ SWP LA pada Blok I.A.2 - APBD E&ﬁmﬁizly
1.1.1 Transceiver Station (BTS) - SWP L.B pada Blok I.B.2 Kabupaten - - Statistika c{an Swasta
- SWP I.C pada Blok I.C.2 - Swasta .
Persandian
2 Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
2.1 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
- Komunikasi,
Informatika,
Pengendalian dan | - SWP LA pada Blok I.A.2 - APBD Statistika, dan
2.1.1 | Pengaturan Menara Base | - SWP I.B pada Blok I.B.2 Kabupaten - - Persandian Swasta
Transceiver Station (BTS) - SWP I.C pada Blok I.C.2 - Swasta - Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
E Rencana Jaringan Sumber Daya Air
a Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
gz;nziré%:ﬁr;in Jar];r;ia}ir; SWP LA Eﬁiﬁiﬁn Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
1.1.1 g J SWP I.B APBN dan Penataan dan Penataan -
(Pembangunan Tanggul Perumahan
. SWP I.C Ruang Ruang
Sungai) Rakyat
Rehabilitasi Jaringan Pekeriaan
Pengendalian Banjir | -SWP LA Um rJn dan Pekerjaan Umum | Pekerjaan Umum
1.1.2 | (Perbaikan Tanggul | - SWP LB APBN “ dan Penataan dan Penataan -
. Perumahan
Mencegah Backwater Dari | -SWPI.C R Ruang Ruang
c akyat
Sungai)
gzglr;ilza;?:n Jalér;ia}ir; -SWPIA E?Eﬁi‘llaign Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
1.1.3 g I SWP 1B APBN dan Penataan dan Penataan -
(Pemasangan Pengaman Tepi Perumahan
. -SWPI.C Ruang Ruang
Sungai) Rakyat
Peningkatan Jaringan Pekeriaan
Pengendalian Banjir | - SWP LA Umu 1}]1 dan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
1.1.4 | (Pemasangan Pengaman Tepi | - SWP I.B APBN dan Penataan dan Penataan -
. . . Perumahan
Sungai pada Sungai Kecil | -SWPI.C Ruang Ruang
. Rakyat
Lainnya)
Operasi dan Pemeliharaan
Jarg}gan . Pengendalian | _ SWP LA Pekerjaan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
Banjir (Peningkatan Saluran Umum dan
1.1.5 . . . -SWP LB APBN dan Penataan dan Penataan -
Primer Dan Pintu Air | _ SWPLC Perumahan Ruan Ruan
Otomatis (Pasang Surut) ' Rakyat g g
Untuk Saluran Tersebut)
Operasi dan Pemeliharaan | - SWP LA Pekeriaan Pekerjaan Umum | Pekerjaan Umum
1.1.6 | Jaringan Pengendalian | - SWP I.B APBN Umu 1-11 dan dan Penataan dan Penataan -
Banjir -SWPI.C Ruang Ruang




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"é‘:ﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
(Normalisasi/Pengerukan Perumahan
Sungai) Rakyat
?fr?;asaln dan P;?giﬁ;;ﬁ:g -SWP LA Eﬁzﬁfign Pekerjaan Umum | Pekerjaan Umum
1.1.7 ng g -SWP LB APBN dan Penataan dan Penataan -
Banjir (Pembuatan Patok BM | SWP LC Perumahan Ruan: Ruan:
Elevasi) ) Rakyat g g
F Rencana Jaringan Air Minum
a Perwujudan Jaringan Perpipaan (Unit Air Baku)
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Bangunan APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 | Pengambil Air Baku (Intake | SWP I.A pada Blok I.A.3 Kabupaten - - dan Penataan UPTD
IKK KTM Tobadak) p Ruang
Operasi dan Pemeliharaan .
Bangunan Pengambil Air APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 Baku (Intake IKK KTM SWP I.A pada Blok 1.A.3 Kabupaten - - %ir; rli’enataan UPTD
Tobadak) g
Peningkatan Bangunan APBD Pekerjaan Umum
1.1.3 | Scninexaa o oNBunAn | qwp 1A - - dan Penataan UPTD
Jaringan Transmisi Air Baku Kabupaten
Ruang
. . Pekerjaan Umum
1.1.4 | Operasi dan Pemeliharaan | qyp 5 APBD - - dan Penataan UPTD
Jaringan Transmisi Air Baku Kabupaten R
uang
b Perwujudan Jaringan Perpipaan (Unit Produksi)
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Perluasan SPAM di Kawasan .
Perkotaan  (Pengembangan APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 . Kawasan Perkotaan Tobadak - - dan Penataan UPTD
Jaringan Kawasan Yang Kabupaten R
- uang
Belum Terlayani)
. . Pekerjaan Umum
1.1.2 Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan Tobadak APBD - - dan Penataan UPTD
Kawasan Perkotaan Kabupaten
Ruang
. . Pekerjaan Umum
1.1.3 Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan Tobadak APBD - - dan Penataan UPTD
Kawasan Perkotaan Kabupaten
Ruang
. . Pekerjaan Umum
Peningkatan Instalasi APBD
1.1.4 Produksi (IPA KTM Tobadak) SWP I.A pada Blok 1.A.3 Kabupaten - - dan Penataan UPTD
Ruang
Operasi dan Pemeliharaan APBD Pekerjaan Umum
1.1.5 | Instalasi Produksi (IPA KTM | SWP I.A pada Blok I.A.3 Kabupaten - - dan Penataan UPTD

Tobadak)

Ruang




Pelaksana Waktu Pelaksanaan
Kementerian / TP-I TP-2
) Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan | Menyelenggara | Daerah Provinsi | "pop. o ten yang | Kepentingan | » | 2 | 3 | % | 5 12028/(2030-|(2035-|(2040-
kan Urusan yang A q
3 q 5 membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(2027/2029
di Bidang
@ Perwujudan Jaringan Perpipaan (Unit Distribusi)
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
. . SWP LA Pekerjaan Umum
1.1.1 E?gg%ﬁzgagémba . Jaringan | qyp 1 ggﬁ’ aten - - dan Penataan UPTD
g SWPI.C p Ruang
. . SWP LA Pekerjaan Umum
112 | R s Distribusi pembagt | SWP LB Kebupaten : : dan Penataan UPTD
g g€ SWP I.C p Ruang
G Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
a Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik (Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik)
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.1 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten
Rehabilitasi/Peningkatan/Pe - Pekerjaan Umum
i dan Penataan
rluasan Infrastruktur Sistem APBD Ruan
1.1.1 | Pengelolaan Air Limbah Non | SWP I.A pada Blok I.A.3 - - s -
. . Kabupaten - Kesehatan
Domestik di RSUD - Lingkungan
Kabupaten Mamuju Tengah Hidup
- Pekerjaan Umum
Operasi dan Pemeliharaan APBD gir;:enataan
1.1.2 | IPAL Non Domestik di RSUD | SWP I.A pada Blok 1.A.3 Kabupaten - - g -
. - Kesehatan
Kabupaten Mamuju Tengah Li
- Lingkungan
Hidup
Rehabilitasi/Peningkatan/Pe - Pekerjaan Umum
. dan Penataan
rluasan Infrastruktur Sistem APBD Ruan
1.1.3 | Pengelolaan Air Limbah Non | SWP I.C pada Blok I.C.1 - - g -
. . Kabupaten - Kesehatan
Domestik di  Puskesmas -
Topoyo - L1_ngkungar1
Hidup
- Pekerjaan Umum
Operasi dan Pemeliharaan APBD %ir;ll)enataan
1.1.4 | IPAL Non Domestik di | SWP LC pada Blok 1.C.1 - - s -
Kabupaten - Kesehatan
Puskesmas Topoyo .
- Lingkungan
Hidup
b Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Subsistem Pengolahan Terpusat)
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"éﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Rehabilitasi/Peningkatan/Pe Pekeriaan Umum
1.1.1 rluasan Sistem Pengelolaan | - SWP I.B Blok I.B.2 APBD B B dan Pjenataan B
o Air Limbah Domestik | - SWPI.C Blok I.C.2 Kabupaten Ruan
Terpusat Skala Permukiman €
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Operasi dan Pemeliharaan | SWP LB Blok I.B.2 APBD Ruang
1.1.2 | IPAL Skala Kawasan | _ SWP L.C Blok 1.C.2 Kabupaten - - Perumahan -
Tertentu/Permukiman ’ o p Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
c Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten
Rehabilitasi/Peningkatan/Pe Pekerjaan Umum
rluasan Sistem Pengelolaan dan Penataan
- g - SWP I.A pada Blok I.A.3 APBD Ruang
.11 | Limbah Bahan Berbahaya | _ qwp ¢ pada Blok 1.C.1 Kabupaten ) B Kesehatan )
Dan Beracun (B3) di RSUD “P - p o
Kabupaten Mamuju Tengah Ll.n grungan
Hidup
Operasi dan Pemeliharaan - Pekerjaan Umum
Sistem Pengelolaan Limbah dan Penataan
- SWP I.A pada Blok I.A.3 APBD Ruang
1.1.2 | Bahan Berbahaya Dan - - -
. - SWPI.C pada Blok I.C.1 Kabupaten - Kesehatan
Beracun (B3) di RSUD ;
Kabupaten Mamuju Tengah - lingkungan
Hidup
H Rencana Jaringan Persampahan
a Perwujudan Stasiun Peralihan Antara (SPA)
1 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
Pekerjaan Umum
Pengadaan Stasiun Peralihan APBD dan Penataan
1.1.1 g SWP I.C pada Blok I.C.1 Kabupaten - - Ruang Swasta
Antara i
Swasta Lingkungan
Hidup
b Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
1 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
Peningkatan .
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Pekerjaan Umum
- APBD dan Penataan
(Pengembangan Tempat | SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok
1.1.1 Kabupaten - - Ruang Swasta
Pengelolaan Sampah Reuse, | 1.C.2 _ Swasta - Lingkunean
Reduce, Recycle (TPS3R), Hi d%l g
atau Sesuai Perkembangan P




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"é‘:ﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Teknologi Pengolahan
Sampah)
Pembinaan Teknik
Pengelolaan  Persampahan - APBD
1.1.2 | (Sistem Pengelolaan SWP 1.C pada Blok 1.C.1 dan Blok Kabupaten - - Lingkungan Hidup - Swasta
- I.C.2 - Masyarakat
Persampahan Berbasis - Swasta
Masyarakat)
c Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
1 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
1.1 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten
Pembangunan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Pekerjaan Umum
(Pembangunan TPS Sesgal - SWP LA pada Blok 1.A.3 - APBD dan Penataan
1.1.1 | Jangkauan dan  Radius - SWP L.C pada Blok 1.C.2 Kabupaten - - Ruang Swasta
Pelayanan Skala Kawasan/ ~P e - Swasta - Lingkungan
Lingkungan Untuk Melayani Hidup
Pusat - Pusat Pelayanan)
Peningkatan
TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Pekerjaan Umum
(Pengembangan Tempat | SWP LA pada Blok 1.A.3 - APBD dan Penataan
1.1.2 | Penampungan Sementara Kabupaten B - Ruang Swasta
. - SWP I.C pada Blok I.C.2 R
atau Sesuai Perkembangan - Swasta - Lingkungan
Teknologi Pengolahan Hidup
Sampah)
- Pekerjaan Umum
Penyediaan Sarana - APBD dan Penataan
1.1.3 | Persampahan berupa Truk - SWPL.A pada Blok 1.A.3 Kabupaten - - Ruang Swasta
- SWP I.C pada Blok I.C.2 .
Sampah - Swasta - Lingkungan
Hidup
Pembinaan Teknik
Pengelolaan  Persampahan - APBD
. - SWP I.A pada Blok I.A.3 . . Swasta
1.1.4 | (Sistem Pengelolaa.n - SWP L.C pada Blok L.C.2 Kabupaten - - Lingkungan Hidup Masyarakat
Persampahan Berbasis - Swasta
Masyarakat)
I Rencana Jaringan Drainase
a Perwujudan Jaringan Drainase
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan | -SWPIA APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 | Teknis Sistem Drainase | - SWP L.B Kabupaten - - dan Penataan -
Perkotaan (Pembuatan DED | - SWPI.C p Ruang

Saluran Drainase)




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-1 TP-2
Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"é‘:ﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
b Perwujudan Jaringan Drainase Primer
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
Pembangunan Sistem
Dramase Perkotaan dan | _ SWPIA Pekerjaan Umum
Lingkungan (Pembangunan APBD
1.1.1 . - . | -SWPILB - - dan Penataan -
Saluran Drainase Primer Di Kabupaten
- -SWPI.C Ruang
Daerah Prioritas Penanganan
Luapan Sungai)
Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan (Peningkatan
Saluran Drainase Primer | - SWP LA APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 | Yang Terintegrasi Dengan | - SWP L.B Kabupaten - - dan Penataan -
Pedestrian Termasuk | -SWPI.C p Ruang
Pembangunan Tanggul Dan
Siring Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)
Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase .
(Pembersihan Saluran | ~SWPLA APBD Pekerjaan Umum
1.1.3 . . . -SWP LB - - dan Penataan -
Drainase Dari Sedimen Dan _SWPLC Kabupaten Ruan
Sampah Yang Menjadi ' g
Kewenangan Kabupaten)
@ Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
Pembangunan Sistem
Dramase Perkotaan dan | _ SWP LA Pekerjaan Umum
Lingkungan (Pembangunan APBD
1.1.1 . -SWP LB - - dan Penataan -
Saluran Drainase Sekunder _SWPLC Kabupaten Ruan
Di Daerah Prioritas ' &
Penanganan Luapan Sungai)
Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan (Peningkatan
Saluran Drainase Sekunder | - SWP LA APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 | Yang Terintegrasi Dengan | - SWP LB Kabupaten - - dan Penataan -
Pedestrian Termasuk | -SWPIL.C p Ruang
Pembangunan Tanggul Dan
Siring Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)
Operasi dan Pemeliharaan .
: . -SWPIA Pekerjaan Umum
Sistem Drainase APBD
1.1.3 (Pembersihan Saluran | ~SWPLB Kabupaten B B dan Penataan B
-SWPLC P Ruang

Drainase Dari Sedimen Dan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"éﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Sampah Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)
d Perwujudan Jaringan Drainase Tersier
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
Pembangunan Sistem
Qramase Perkotaan dan | _ SWP LA Pekerjaan Umum
Lingkungan (Pembangunan APBD
1.1.1 . ;i . | -SWPIB - - dan Penataan -
Saluran Drainase Tersier Di Kabupaten
L. -SWPI.C Ruang
Daerah Prioritas Penanganan
Luapan Sungai)
Peningkatan Saluran
Drainase Perkotaan dan
Lingkungan (Peningkatan
Saluran Drainase Tersier | - SWP LA APBD Pekerjaan Umum
1.1.2 | Yang Terintegrasi Dengan | - SWP LB Kabupaten - - dan Penataan -
Pedestrian Termasuk | -SWPI.C p Ruang
Pembangunan Tanggul Dan
Siring Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten)
Operasi dan Pemeliharaan
Sistem Drainase .
(Pembersihan Saluran | “SWPLA APBD Pekerjaan Umum
1.1.3 . . . -SWP LB - - dan Penataan -
Drainase Dari Sedimen Dan _SWPLC Kabupaten Ruan
Sampah Yang Menjadi ’ g
Kewenangan Kabupaten)
d Perwujudan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1.1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten
Penyediaan Sarana Sistem | - SWP I.A pada Blok 1.A.1, Blok I.A.2,
Drainase Perkotaan dan dan Blok I.A.3 Pekeriaan Umum
Lingkungan (Pembuatan | - SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Blok | APBD J
1.1.1 - - dan Penataan -
Bangunan Peresapan (Kolam 1.B.2 Kabupaten Ruan
Retensi) pada Kawasan | - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok g
Perkotaan Tobadak I.C.2
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok 1.A.2,
dan Blok L.A.3 Pekerjaan Umum
2.1.1 Pembangunan Bangunan | - SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Blok | APBD B B dan F’Jenataan B
o Peresapan (Kolam Retensi) 1.B.2 Kabupaten

-SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok
I.C.2

Ruang




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-1 TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"é‘:ﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
J Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya
a Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana
1 Program Penanggulangan Bencana
1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyediaan Peralatan
Perlindungan dan
111 Kesiapsiagaan terh_adap Kawasan Perkotaan Tobadak APBD ) B Penanggulangan )
Bencana (Pembuatan Sistem Kabupaten Bencana
Peringatan Dini Bencana
Banjir)
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
1.1.2 terhadap Bencana Kawasan Perkotaan Tobadak APBD B B Penanggulangan B
(Pemasangan Rambu Kabupaten Bencana
Evakuasi pada Kawasan
Rawan Bencana  Banjir
Genangan)
- Topoyo — Tarailu melintas di SWP
I.A, SWP I.B, dan SWP I.C
- Karossa — Topoyo melintas di SWP
I.C
- Akses Pelabuhan Budong-Budong
(Polohu-Babana-Pelabuhan)
melintas di SWP LA
- Jalan Nasional — Mahahe melintas
di SWP LA
- Topoyo - Tumbu melintas di SWP
I.B dan SWPI.C
- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA
Penyediaan Jalur Evakuasi | - Jalan Nasional-Pangalloang-
1.1.3 | Bencana yang Terintegrasi Patulana melintas di SWP I.B APBD - - Penanggulangan -
Kabupaten Bencana

dengan Tempat Evakuasi

- Jalan Pasar Baru melintas di SWP
I.C

- Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP I.C

- Paraili - Kabubu melintas di SWP
I.C

- Pasar Baru — Waeputeh melintas di
SWPI.C

- Waeputeh - Bayor melintas di SWP
I.B dan SWPI.C

- Waeputeh - Tappilina melintas di
SWPI.C

- Topoyo-Tobadak melintas di SWP
LA




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
& Pendanaan M;"yetlf“gga'a Daerah Provinsi | "y} natenyang | Kepentingan | » | 2 | 3 | % | 5 12028/(2030-|(2035- (2040-
an Lrusan yang membidangi Lainnya - |2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
- jalur evakuasi lainnya melintas di
SWP LA, SWP 1.B, dan SWP I.C
b Perwujudan Tempat Evakuasi
1 Program Penanggulangan Bencana
1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Lapangan Babana terdapat di SWP
I.A pada Blok I.A.1
- gedung lapangan futsal terdapat di
SWP I.A pada Blok 1.A.2
- Lapangan Kantor Bupati Mamuju
Tengah terdapat di SWP I.A pada
Penyediaan dan Blok 1.A.3
- - Lahan terbuka terdapat di: APBD Penanggulangan
1.1.2 | Pemeliharaan Tempat - - -
Evakuasi Sementara SWP I.A pada Blok I.A.3 Kabupaten Bencana
SWP L.B pada Blok I.B.1
SWP I.C pada Blok I.C.2
- Perkebunan terdapat di:
SWP I.A pada Blok I.A.3
SWP I.B pada Blok [.B.1 dan Blok
I.B.2
SWP I.C pada Blok I.C.1
- RSUD Kabupaten Mamuju Tengah
Penyedisan dan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3
- - Mesjid Raya Nurul Hidayah | APBD Penanggulangan
1.1.3 | Pemeliharaan Tempat R - - -
Evakuasi Akhir terdapat di SWP I.B pada B_lok I.LB.2 | Kabupaten Bencana
- SMAN 1 Topoyo terdapat di SWPI.C
pada Blok I.C.2
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
terhadap Bencana
1.1.4 | (Penyediaan Areal Evakuasi | Kawasan Perkotaan Tobadak APBD - - Penanggulangan -
- Kabupaten Bencana
pada Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Taman & Lapangan
Olah Raga dan Lapangan
Terbuka)
Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
terhadap Bencana
Penyediaan Areal Evakuasi
1.1.5 (paday Sarana  Prasarana | Kawasan Perkotaan Tobadak APBD - - Penanggulangan -
Umum (Fasilitas Umum dan Kabupaten Bencana
Sosial) Kesehatan (Rumah

Sakit, Puskesmas, lainnya),
Administrasi & Pelayanan
Publik (Kantor Kecamatan &




Kantor Kelurahan),
Peribadatan, Pendidikan)

Perwujudan Jalur Sepeda

1 Program Penyelenggaraan Jalur Sepeda

- Topoyo — Tarailu melintas di SWP
LA

- Karossa - Topoyo melintas di SWP
I.C

- Akses Pelabuhan Budong-Budong
(Polohu-Babana-Pelabuhan)
melintas di SWP LA

- Jalan Nasional — Mahahe melintas
di SWP LA

- Topoyo — Tumbu melintas di SWP
I.C

- Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

- Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP 1.B

- Jalan Pasar Baru melintas di SWP
I.C

- Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP I.C

- Paraili — Kabubu melintas di SWP
I.C Pekerjaan Umum

Pengembangan dan B . . | APBD
1.1 Pembangunan Jalur Sepedsa - Pasar Baru — Waeputeh melintas di Kabupaten dan Penataan

SWPI.C

Waeputeh — Bayor melintas di SWP
1.B

Waeputeh — Tappilina melintas di
SWPIL.C

Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP I.B

Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP I.A

Jalan Nasional - Lembah Deko
melintas di SWP 1.C

Jalan Nasional-Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP I.C

Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP I1.C

Pasar Lama - Paraili melintas di
SWP I.B dan SWP I.C

Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B
dan SWP I.C

jalur sepeda lainnya melintas di
SWP 1A, SWP 1.B, dan SWP I.C

Ruang




1.2

Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Jalur Sepeda

Topoyo — Tarailu melintas di SWP
LA

Karossa — Topoyo melintas di SWP
1.C

Akses Pelabuhan Budong-Budong
(Polohu-Babana-Pelabuhan)
melintas di SWP L.A

Jalan Nasional — Mahahe melintas
di SWP LA

Topoyo — Tumbu melintas di SWP
I.C

Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP 1.B
Jalan Pasar Baru melintas di SWP
I.C

Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP I.C
Paraili — Kabubu melintas di SWP
I.C

Pasar Baru — Waeputeh melintas di
SWPI.C

Waeputeh — Bayor melintas di SWP
I.B

Waeputeh - Tappilina melintas di
SWPI.C

Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP L.B

Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP LA

Jalan Nasional - Lembah Deko
melintas di SWP I.C

Jalan Nasional-Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP I.C

Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP I.C

Pasar Lama - Paraili melintas di
SWP L.B dan SWP 1.C

Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B
dan SWP I.C

jalur sepeda lainnya melintas di
SWP I.A, SWP L.B, dan SWP I.C

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

1.3

Penyediaan Fasilitas
Pendukung Jalur Sepeda

Topoyo — Tarailu melintas di SWP
LA

Karossa — Topoyo melintas di SWP
I.C

Akses Pelabuhan Budong-Budong
(Polohu-Babana-Pelabuhan)
melintas di SWP I.A

APBD
Kabupaten

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




Jalan Nasional — Mahahe melintas
di SWP L.A

Topoyo — Tumbu melintas di SWP
1.C

Dalam KTM Tobadak melintas di

SWP I.A

Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP I.B
Jalan Pasar Baru melintas di SWP
I.C

Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP I.C
Paraili — Kabubu melintas di SWP
1.C

Pasar Baru — Waeputeh melintas di
SWPI.C

Waeputeh — Bayor melintas di SWP
1.B

Waeputeh — Tappilina melintas di
SWPI.C

Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP 1.B

Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP LA

Jalan Nasional - Lembah Deko
melintas di SWP I.C

Jalan Nasional-Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP I.C

Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP I.C

Pasar Lama - Paraili melintas di
SWP I.B dan SWP I.C

Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B
dan SWP I.C

- jalur sepeda lainnya melintas di

SWP I.A, SWP 1.B, dan SWP I.C

d Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki
1 Program Penyelenggaraan Jaringan Pejalan Kaki
- Topoyo — Tarailu melintas di SWP
LA
- Karossa — Topoyo melintas di SWP
I.C
Pengembangan dan | - Akses Pelabuhan Budong-Budong APBD Pekerjaan Umum | Pekerjaan Umum
1.1 Pembangunan Jaringan (Polohu-Babana-Pelabuhan) Provinsi dan Penataan dan Penataan

Pejalan Kaki

melintas di SWP LA

Jalan Nasional — Mahahe melintas
di SWP LA

Topoyo — Tumbu melintas di SWP
1.C

Ruang

Ruang




Dalam KTM Tobadak melintas di

SWP LA

Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP I.B
Jalan Pasar Baru melintas di SWP
1.C

Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP I.C
Paraili — Kabubu melintas di SWP
I.C

Pasar Baru — Waeputeh melintas di
SWPI.C

Waeputeh — Bayor melintas di SWP
I.B

Waeputeh — Tappilina melintas di
SWPI.C

Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP L.B

Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP LA

Jalan Nasional - Lembah Deko
melintas di SWP 1.C

Jalan Nasional-Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP I.C

Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP I.C

Pasar Lama - Paraili melintas di
SWP I.B dan SWP I.C

Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B
dan SWP I.C

jaringan pejalan kaki melintas di
SWP I.A, SWP L.B, dan SWP I.C

1.2

Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Pejalan Kaki

Topoyo — Tarailu melintas di SWP
LA

Karossa — Topoyo melintas di SWP
I.C

Akses Pelabuhan Budong-Budong
(Polohu-Babana-Pelabuhan)
melintas di SWP LA

Jalan Nasional — Mahahe melintas
di SWP LA

Topoyo — Tumbu melintas di SWP
1.C

Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP I.A

Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP 1.B
Jalan Pasar Baru melintas di SWP
I.C

Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP I.C

APBD
Provinsi

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




Paraili — Kabubu melintas di SWP
I.C

Pasar Baru — Waeputeh melintas di
SWPI.C

Waeputeh — Bayor melintas di SWP
1.B

Waeputeh — Tappilina melintas di
SWP I.C

Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP I.B

Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP I.A

Jalan Nasional - Lembah Deko
melintas di SWP 1.C

Jalan Nasional-Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP I.C

Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP I1.C

Pasar Lama - Paraili melintas di
SWP I.B dan SWP I.C

Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B
dan SWP I.C

jaringan pejalan kaki melintas di
SWP LA, SWP 1.B, dan SWP I.C

1.3

Penyediaan Jalur
Penyebrangan Pejalan Kaki

Topoyo — Tarailu melintas di SWP
LA

Karossa — Topoyo melintas di SWP
I.C

Akses Pelabuhan Budong-Budong
(Polohu-Babana-Pelabuhan)
melintas di SWP LA

Jalan Nasional — Mahahe melintas
di SWP LA

Topoyo — Tumbu melintas di SWP
1.C

Dalam KTM Tobadak melintas di
SWP LA

Jalan Nasional-Pangalloang-
Patulana melintas di SWP I.B
Jalan Pasar Baru melintas di SWP
1.C

Jalan Penghubung Dusun
Ngapaboa melintas di SWP I.C
Paraili — Kabubu melintas di SWP
I.C

Pasar Baru — Waeputeh melintas di
SWPI.C

Waeputeh — Bayor melintas di SWP
I.B

Waeputeh — Tappilina melintas di
SWPI.C

APBD
Provinsi

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
& Pendanaan M;“yetl]e“gga'a Daerah Provinsi | "y} natenyang | Kepentingan | » | 2 | 3 | % | 5 12028/(2030-|(2035- (2040-
an trusan yang membidangi Lainnya - |2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Dalam Kota Topoyo melintas di
SWP I.B
Jalan Dusun Benteng melintas di
SWP LA
Jalan Nasional - Lembah Deko
melintas di SWP 1.C
Jalan Nasional-Penghubung Pasar
Baru melintas di SWP I.C
Jalan Penghubung Akses Pasar
Baru melintas di SWP I.C
Pasar Lama — Paraili melintas di
SWP LB dan SWP 1.C
Sekoci - Paraili melintas di SWP I.B
dan SWP I.C
jaringan pejalan kaki melintas di
SWP I.A, SWP 1.B, dan SWP I.C
II PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG
A Perwujudan Zona Lindung
a Perwujudan Zona Perlindungan Setempat
1 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum pada Sub-Zona Perlindungan Setempat
1.1 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Pemberitahuan, Pendataan
Awal Lokasi, Konsultasi
Publik Rencana
Pembangunan dan SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, Pekeriaan
Penetapan Lokasi Pengadaan dan Blok I.A.3 Umu 1}]1 dan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
1.1.1 | Tanah wuntuk Kepentingan SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok | APBN P dan Penataan dan Penataan -
erumahan
Umum (Penyusunan I.B.2 Rakyat Ruang Ruang
Rencana Tindak SWP I.C pada Blok I.C.1
Pengamanan dan
Pembebasan Lahan Kawasan
Sempadan Sungai)
Pemberitahuan, Pendataan
Awal Lokasi, Konsultasi
Publik Rencana
Pembangunan dan SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2,
Penetapan Lokasi Pengadaan dan Blok I.A.3; Pekerjaan Pekeriaan Umum | Peker: U
Tanah untuk Kepentingan SWP 1I.B pada Blok I.B.1 dan Blok Umum dan J jaan vmurm
1.1.2 APBN dan Penataan dan Penataan -
Umum (Pembebasan Lahan [.B.2; dan Perumahan Ruan Ruan
Sempadan Sungai Untuk SWP I.C pada Blok I.C.1 Rakyat g g
Pembangunan Infrastruktur,
Sarana dan Prasarana
Sebagai Fungsi RTH dan
RTNH)
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Perlindungan Setempat




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;:zeéiﬁgﬂ'a Dae’ahapm"i“i Kabupaten yang | Kepentingan | * | 2 | 3 | 4 | 5 12028/(2030-|(2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Pekeriaan
Pendataan dan Pemetaan dan Blok I.A.3 Umu I‘ll dan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
2.1.1 | Pengamanan Kawasan | - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok | APBN dan Penataan dan Penataan -
. Perumahan
Sempadan Sungai I.B.2 Rakyat Ruang Ruang
- SWPI.C pada Blok I.C.1
. - SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, .
gzgyl;il arlllirlllRencana ng:ﬁ dan Blok I.A.3 Eil{iglazzn Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
2.1.2 g - SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Blok | APBN dan Penataan dan Penataan -
Pembebasan Lahan Kawasan Perumahan
Sempadan Sungai LB.2 Rakyat Ruang Ruang
P g - SWP L.C pada Blok L.C.1
Pemasanean Papan | SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Pekeriaan
Informas{g/ Perin. alzan dan Blok I.A.3 Umu 1}]1 dan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum
2.1.3 g - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok | APBN dan Penataan dan Penataan -
Ketentuan Kawasan Perumahan
Sempadan Sungai LB.2 Rakyat Ruang Ruang
P g - SWP L.C pada Blok I.C.1
Penataan Kawasan
Sempadan Sungai Untuk | ~ EWP];.IAkp ? iaSBlok LA.1, BlokL.A.2, Pekerjaan Pekeri U Pekeri U
Menunjang Normalisasi dan an Blox ~.a. Umum dan exerjaan Lmum exerjaan Lmum
2.1.4 o2 . | - SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Blok | APBN dan Penataan dan Penataan -
Revitalisasi Sungai, Perumahan
Pengembangan Wisata | IS\?/S 1.C pada Blok 1.C.1 Rakyat Ruang Ruang
Sungai Dan Penyediaan RTH ~P T
b Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau
1 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
1.1 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Pemberitahuan, Pendataan - Pekerjaan Umum
Awal Lokasi, Konsultasi dan Penataan
Publik Rencana Ruang
Pembangunan dan - APBD - Perumahan
1.1.1 | Penetapan Lokasi Pengadaan | Kawasan Perkotaan Tobadak Kabupaten - - Kawasan Swasta
Tanah untuk Kepentingan - Swasta Permukiman dan
Umum (Pengadaan Lahan Pertanahan
Untuk Pemenuhan - Lingkungan
Kebutuhan RTH Publik) Hidup
2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Pekerjaan Umum
dan Penataan
. . Ruang
Fenindiatin Koanias don - areD - Perumahan
2.1.1 L. . Kawasan Perkotaan Tobadak Kabupaten - - Kawasan Swasta
minimal 30% dari Luas ;
. - Swasta Permukiman dan
Wilayah Perencanaan
Pertanahan
- Lingkungan

Hidup




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"é‘:ﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
- Pekerjaan Umum
Pengelolaan Ruang Terbuka - APBD dan Penataan
2.1.2 | Hijau (RTH) (Pembuatan | Kawasan Perkotaan Tobadak Kabupaten - - Ruang Swasta
Taman Kota Baru) - Swasta - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Pé.:pgelolaan Ruang Terbuka - APBD dan Penataan
Hijau (RTH) (Pembuatan
2.1.3 . Kawasan Perkotaan Tobadak Kabupaten - - Ruang Swasta
Ruang Publik Terpadu - Swasta - Lingkungan
Ramah Anak (RPTRA)) ngkung
Hidup
- Pekerjaan Umum
Fenscloizan Ruane Torbie - areD
2.1.4 J su Kawasan Perkotaan Tobadak Kabupaten - - Ruang Swasta
Taman, Lapangan Terbuka & R
- Swasta - Lingkungan
Olah Raga Skala Kecamatan) -
Hidup
nggelolaan Ruang Terbuka - Pekerjaan Umum
Hijau (RTH) (Pembuatan
Taman Linekunean - APBD dan Penataan
2.1.5 g g Kawasan Perkotaan Tobadak Kabupaten - - Ruang Swasta
Perumahan Dengan Konsep .
) - - Swasta - Lingkungan
Taman Air Untuk Penyediaan Hidu
Kolam Retensi/Detensi Air) P
- Pekerjaan Umum
Pembuatan Aturan gir;:gnataan
Kewaiban Pemyediaan (1 - avmp - Perumaban
2.1.6 . Kawasan Perkotaan Tobadak Kabupaten - - Kawasan Swasta
Daya (Perumahan, Industri, -
- Swasta Permukiman dan
Pergudangan, Perkantoran, p
ertanahan
SPU, Perdagangan dan Jasa) )
- Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Penanaman dan Perawatan - APBD dan Penataan
2.1.7 | Taman pada  Sub-Zona - SWP LB pada Blok [.B.2 Kabupaten - - Ruang Swasta
; - SWP 1.C pada Blok 1.C.1 R
Rimba Kota - Swasta - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
218 Pemeliharaan Taman pada - SWP I.B pada Blok I.B.2 B 2255 aten B B %ir;lfenataan Swasta
o Sub-Zona Rimba Kota - SWP 1.C pada Blok 1.C.1 p uang
- Swasta - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Penyediaan  Sarana dan - APBD dan Penataan
2.1.9 | Prasarana Pendukung pada :ggg Il.%paacliaaBBl?oli{LlBgl Kabupaten - - Ruang Swasta
Sub-Zona Rimba Kota ~P e - Swasta - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Sarana Dan - SWP LB pada Blok LB.2 - APBD dan Penataan
2.1.10| Prasarana Pendukung pada - SWP 1.C pada Blok 1.C.1 Kabupaten - - Ruang Swasta
Sub-Zona Rimba Kota ~P e - Swasta - Lingkungan

Hidup




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"é‘:ﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
- Pekerjaan Umum
Penanaman dan Perawatan - SWP LA pada Blok I.A.1, Blok .LA.2 | - APBD dan Penataan
2.1.11| Taman pada  Sub-Zona dan Blok I.LA.3 Kabupaten - - Ruang Swasta
Taman Kota - SWP I.B pada Blok I.B.2 - Swasta - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
. - SWPI.A padaBlokI.A.1, BlokI.A.2, | - APBD dan Penataan
Pemeliharaan Taman pada
2.1.12 Sub-Z T Kot dan Blok I.LA.3 Kabupaten - - Ruang Swasta
ub-zona faman Bota - SWP I.B pada Blok I.B.2 - Swasta - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Penyediaan  Sarana dan - SWPIL.A padaBlokI.A.1, BlokI.A.2, | - APBD dan Penataan
2.1.13| Prasarana Pendukung pada dan Blok I.LA.3 Kabupaten - - Ruang Swasta
Sub-Zona Taman Kota - SWP I.B pada Blok I.B.2 - Swasta - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Sarana Dan - SWPI.A padaBlokI1.A.1, Blok1.A.2, | - APBD dan Penataan
2.1.14| Prasarana Pendukung pada dan Blok I.A.3 Kabupaten - - Ruang Swasta
Sub-Zona Taman Kota - SWP I.B pada Blok I.B.2 - Swasta - Lingkungan
Hidup
- SWP 1A pada Blok 1.A.1 dan Blok - Pekerjaan Umum
Penanaman dan Perawatan LA.3 ’ o - APBD dan Penataan
2.1.15 ¥a$ag « lp';ldg R Sub-Zona | SWP LB pada Blok 1.B.2 Is(‘z;bugaten - - E;aign . Swasta
aman teluraha - SWP L.C pada Blok I.C.2 - pwasta - nskunga
Hidup
- Pekerjaan Umum
' - SWP LA pada Blok [.A.1 dan Blok | _ APBD dan Penataan
2.1.16 Pemeliharaan Taman pada LA3 Kabupaten - - Ruan; Swasta
o Sub-Zona Taman Kelurahan - SWP I.B pada Blok I.B.2 B Swasfa - Lin k%ln an
- SWP L.C pada Blok .C.2 ngkung
Hidup
- Pekerjaan Umum
Penyediaan Sarana dan | ~ ISXVIS LA pada Blok LA.1 dan Blok | _ APBD dan Penataan
T b Zona Toman Kehizanan | ~ SWP LB pada Blok 1B.2 - Swasta " ' ‘ Linglngan |
- SWP L.C pada Blok I.C.2 ngkung
Hidup
- Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Sarana Dan | ~ ISng LA pada Blok LA.1 dan Blok | _ APBD dan Penataan
2.1.18 lgre‘lbs_azrarrllaTPendrllllf{ulngr I;atia - SWP LB pada Blok 1.B.2 ) Is(‘a;buSaten - - ) E;arﬁgn . Swasta
ub-cona laman gefurana - SWP I.C pada Blok I.C.2 asta ngrunga
Hidup
- Perumahan
Kawasan
Pendataan dan Pengukuran .
2.1.15| Tata Batas Pemakaman | Kawasan Perkotaan Tobadak APBD - - Permukiman dan -
. Kabupaten Pertanahan
Umum dan Privat )
- Lingkungan
Hidup
Pembuatan Kesepakatan
. - Perumahan
Status/Legalitas APBD Kawasan
2.1.16| Pemakaman Privat dengan | Kawasan Perkotaan Tobadak - - . Masyarakat
. . Kabupaten Permukiman dan
Ahli Waris untuk
Pertanahan

Pemanfaatan RTH Publik




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Pendanaan | Menyelenggara | Daerah Provinsi Plz;:?lgl:::aerah KPema.:gku 1|2 |3 | 4|5 g gg:;?)_ ’21‘(1),:;45- '21‘(1;3_
kan Urusan yang P yang epentingan ( ( (
3 q 5 membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
- Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Penataan dan Pemeliharaan APBD dan Penataan
2.1.17| RTH untuk Fungsi Sub-Zona | SWP I.C pada Blok I.C.1 Kab - - Ruang -
Pemakaman abupaten - Lingkungan
g g
Hidup
- Pekerjaan Umum
Penyediaan  Sarana dan APBD dan Penataan
2.1.18| Prasarana Pendukung pada | SWP I.C pada Blok I.C.1 Kabupaten - - Ruang -
Sub-Zona Pemakaman p - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Sarana Dan APBD dan Penataan
2.1.19| Prasarana Pendukung pada | SWP I.C pada Blok I.C.1 Kabupaten - - Ruang -
Sub-Zona Pemakaman p - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Pengawasan dan Pembinaan - APBD dan Penataan
2.1.20| Kegiatan pada Sub-Zona | SWP I.A pada Blok I.A.3 Kabupaten - - Ruang Swasta
Jalur Hijau - Swasta - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Penyediaan  Sarana dan - APBD dan Penataan
2.121 | Prasarana Pendukung pada | SWP I.A pada Blok I.A.3 Kabupaten - - Ruang Swasta
Sub-Zona Jalur Hijau - Swasta - Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Sarana Dan - APBD dan Penataan
2.1.22| Prasarana Pendukung pada | SWP L.A pada Blok I.A.3 Kabupaten - - Ruang Swasta
Sub-Zona Jalur Hijau - Swasta - Lingkungan
Hidup
@ Perwujudan Zona Badan Air
1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub-Zona Badan Air
1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- SWPI.A pada Blok.A.1, Blok I.A.2, Pekeriaan
Normalisasi/Restorasi/ dan Blok I.A.3 Umu rJn dan Pekerjaan Umum | Pekerjaan Umum
1.1.1 | Pemeliharaan Sungai | - SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dan Blok | APBN dan Penataan dan Penataan -
N . Perumahan
(Normalisasi Sungai) I.B.2 Rakyat Ruang Ruang
- SWP I.C pada Blok I.C.1
B Perwujudan Zona Budi Daya
a Perwujudan Zona Pertanian
1 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan
1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-1 TP-2
) Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan | Menyelenggara | Dacrah Provinsi | 'gopypatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 20282080 |(2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan | ~ SWP LA pada Blok L.A.1 - APBN Ketahanan Ketahanan
- SWP I.B pada Blok I.B.1 Ketahanan Pangan
1.1.1 | (OPT) Tanaman Pangan, - APBD Pangan dan Pangan dan . -
; - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok . - dan Pertanian
Hortikultura, dan LC.2 Kabupaten Pertanian Pertanian
Perkebunan e
Penanganan Dampak
Perubahan Iklim (DPI) | ~ SWP LA pada Blok I.A.1 - APBN Ketahanan Ketahanan
- SWP L.B pada Blok I.B.1 Ketahanan Pangan
1.1.2 | Tanaman Pangan, - APBD Pangan dan Pangan dan . -
. - SWP L.C pada Blok I.C.1 dan Blok . . dan Pertanian
Hortikultura, dan LC.2 Kabupaten Pertanian Pertanian
Perkebunan e
Pencegahan, Penanganan
Kebakaran Lahan, dan | ~ SWP L.A pada Blok .A.1 - APBN Ketahanan Ketahanan
- SWP L.B pada Blok I.B.1 Ketahanan Pangan
1.1.3 | Gangguan Usaha Tanaman - APBD Pangan dan Pangan dan . -
- - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok . - dan Pertanian
Pangan, Hortikultura, dan LC.2 Kabupaten Pertanian Pertanian
Perkebunan o
Penanggulangan Pasca
Bencana Alam Bidang | - SWP I.A pada Blok I.A.1
114 Tanaman Pangan, | - SWP L.B pada Blok I.B.1 : iggg gg;a};inggn g;;azinggn Ketahanan Pangan )
T Hortikultura, Perkebunan, - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok Kabupaten Pertganian Pert%mian dan Pertanian
Peternakan dan Kesehatan I.C.2 p
Hewan
b Perwujudan Zona Perumahan
1 Program Pengembangan Perumahan
1.1 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Penerbitan Izin - SWP LA pada Blok LA.1, Blok L.A.2 - Pekerjaan Umum
Pembangunan dan dan Penataan
dan Blok I.LA.3
Pengembangan Kawasan - SWP LB pada Blok LB.1 dan Blok | ~ APBD Ruang
1.1.1 | Permukiman Terintegrasi B P " Kabupaten - - - Perumahan Swasta
secara Elektronik LB.2 - Swasta Rakyat dan
- SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok
(Pembangunan Baru dan Kawasan
I.C.2 .
Pengembangan Perumahan Permukiman
(Infill Development))
Koordinasi dan Sinkronisasi ) g:ﬁg:iniign
Pengendalian Pembangunan - SWP LA pada Blok I.A.1, Blok .A.2 ang
. - Pekerjaan Umum
dan Pengembangan Kawasan dan Blok I.A.3 Pekerjaan
) - APBN dan Penataan
Permukiman dan - SWP 1.B pada Blok [.B.1 dan Blok Umum dan
1.1.2 . - APBD - Ruang -
Permukiman Kumuh I.B.2 Kabupaten Perumahan - Perumahan
(Pengaturan dan Penataan - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok p Rakyat
Rakyat dan
Pembangunan Rumah I.C.2
Kawasan
Swadaya)

Permukiman




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;:zetl;m“f:'a Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerjasama Pemerintah - Pekerjaan Umum
dengan Badan Usaha (KPBU) - SWP L.A pada Blok L.A.1, Blok 1.A.2 dan Penataan
dan Blok I.A.3
Perumahan Umum/Rumah - APBD Ruang
- SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Blok
1.1.3 | Susun Umum Kabupaten - - - Perumahan Swasta
(Pengembangan Rumah LB.2 - Swasta Rakyat dan
g g ° - SWP 1.C pada Blok I.C.1 dan Blok
Susun Komersial Kawasan
I.C.2. .
(Apartemen, Permukiman
Komodomunium, dll))
- Pekerjaan Umum
dan Penataan
Pengembangan Sub-Zona - APBD Ruang
1.1.4 | Perumahan Kepadatan - SWP LB pada Blok .B.2 Kabupaten - - - Perumahan Swasta
. X - SWP I.C pada Blok I.C.1
Tinggi - Swasta Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
- SWP1.A pada Blok LA.1, Blok LA.2, - Pekerjaan Umum
dan Blok LA.3 dan Penataan
Pengembangan Sub-Zona | SWP LB 'a d'a Blok LB.1 dan Blok | ~ APBD Ruang
1.1.5 | Perumahan Kepadatan LB.2 B P " Kabupaten - - - Perumahan Swasta
Sedang - SWP L.C pada Blok .C.1 dan Blok | = SWasta Rakyat dan
Kawasan
I.C.2 -
Permukiman
- SWP LA pada Blok 1.A.1 dan Blok - Pekerjaan Umum
LA3 dan Penataan
Pengembangan Sub-Zona xr - APBD Ruang
1.1.6 | Perumahan Kepadatan - SWP LB pada Blok .B.1 dan Blok Kabupaten - - - Perumahan Swasta
Rendah LB.2 Swast R t dan
enda - SWP 1.C pada Blok I.C.1 dan Blok | ~ SWa5% akyat da
Kawasan
I.C.2 -
Permukiman
- Pekerjaan Umum
dan Penataan
. . Ruang
Perwujudan RTH Privat Sub-
116 | Zona Perumahan Kepadatan | - SWP LB pada Blok 1.B.2 B ﬁzg’f aten ) . ) g(;nk;:;? (1;:;1 Swasta
o Tinggi Dengan Minimal 10% - SWP I.C pada Blok I.C.1 p
> . - Swasta Kawasan
Dari Luas Kaveling .
Permukiman
- Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
dan Penataan
X . Ruang
Perwujudan RTH Privat Sub- - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.LA.2,
- APBD - Perumahan
1.1.6 Zona Perumahan Kepadatan dan Blok I.LA.3 Kabupaten B B Rakyat dan Swasta
o Sedang Dengan Minimal 15% - SWP L.B pada Blok I.B.1 Blok .LB.2 | _ Swasta Kawasan
Dari Luas Kaveling - SWP I.C pada Blok I.C.1 Blok I.C.2 .
Permukiman
- Lingkungan

Hidup




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"éﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
- Pekerjaan Umum
- SWP LA pada Blok 1.A.1 dan Blok dan Penataan
Perwujudan RTH Privat Sub- LLA3 s
- APBD - Perumahan
Zona Perumahan Kepadatan - SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Blok
1.1.7 L Kabupaten - - Rakyat dan Swasta
Rendah Dengan Minimal I.B.2 _ Swasta Kawasan
25% Dari Luas Kaveling - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok -
Permukiman
I.C.2 )
- Lingkungan
Hidup
2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Penyediaan _ .Prasarana, - SWP LA pada Blok I.A.1, Blok .A.2, - Pekerjaan Umum
Sarana, dan Utilitas Umum dan Penataan
N dan Blok I.A.3
di Perumahan untuk - SWP LB pada Blok 1L.B.1 dan Blok | - APBD Ruang
2.1.1 | Menunjang Fungsi Hunian LB.2 B P " Kabupaten - - - Perumahan Swasta
(Penyediaan PSU Rumah - SWP L.C pada Blok L.C.1 dan Blok | Swasta Rakyat dan
Swadaya, Rumah Umum dan Kawasan
: I.C.2 -
Komersial) Permukiman
Penyediaan Prasarana,
Sgrana, dan Utilitas Umum - SWP LA pada Blok I.A.1, Blok .A.2, - Pekerjaan Umum
di Perumahan untuk dan Penataan
Menunjang Fungsi Hunian dan Blok L.A.3 - APBD Ruang
2.1.2 | (Pendataan dan Pemetaan - SWP LB pada Blok LB.1 dan Blok Kabupaten - - - Perumahan Swasta
Kewajiban Penyediaan LB.2 - Swasta Rakyat dan
- SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok
Fasum/Fasos dan RTH LC.2 Kawasan
Perumahan Oleh e Permukiman
Pengembang)
S Program Kawasan Permukiman
3.1 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Perencanaan
- SWP LA pada Blok L.A.1, Blok LA.2, Pembangunan
. - Pekerjaan Umum
dan Blok I.A.3 Pekerjaan
. . - APBN dan Penataan
Survei dan Penetapan Lokasi - SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Blok Umum dan
3.1.1 . - APBD - Ruang -
Permukiman Kumuh I.B.2 Kabupaten Perumahan - Perumahan
- SWP L.C pada Blok I.C.1 dan Blok p Rakyat
Rakyat dan
I.C.2.
Kawasan
Permukiman
- Perencanaan
Koordinasi dan Sinkronisasi | - SWP A pada Blok L.A.1, Blok LA.2, Pembangunan
. . - Pekerjaan Umum
Pengendalian Penataan dan Blok I.A.3 Pekerjaan
. - APBN dan Penataan
Pemugaran/Peremajaan - SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Blok Umum dan
3.1.2 . - APBD - Ruang -
Permukiman Kumuh I.B.2 Kabupaten Perumahan - Perumahan
(Evaluasi Penanganan - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok p Rakyat
S Rakyat dan
Permukiman Kumuh) I.C.2. Kawasan

Permukiman




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-1 TP-2
) Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;:zeéiﬁgﬂ'a Dae’ahapm"i“i Kabupaten yang | Kepentingan | * | 2 | 3 | 4 | 5 12028/(2030-|(2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Koordinasi dan Sinkronisasi - Perencanaan
Pengendalian - SWP LA pada Blok LA.1, Blok .A.2, Pembangunan
Penyelenggaraan . - Pekerjaan Umum
. dan Blok 1.A.3 Pekerjaan
Pemugaran/Peremajaan - APBN dan Penataan
- - SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Blok Umum dan
3.1.3 | Permukiman kumuh - APBD - Ruang -
(Peningkatan Kualitas LB.2 Kabupaten Perumahan - Perumahan
. . - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok Rakyat
Lingkungan Permukiman LC.2 Rakyat dan
(Pembangunan PSU dan o Kawasan
RTLH) Permukiman
c Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum
1 Program Pengelolaan Pendidikan
1.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
e - Pekerjaan
ﬁf:iiﬁzsl dan SUatrli?:‘S - SWP LB pada Blok L.B.2 - APBD Umum dan
1.1.1 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok Provinsi - Penataan Pendidikan Swasta
Sekolah pada Sub-Zona SPU
Skala Kota I.C.2 - Swasta Ruang
- Pendidikan
1.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Rehabilitasi  Sedang/Berat _ APBD - Pekerjaan Umum
19.1 Sarana, Prasarana dan | - SWP LA pada Blok [.A.3 Kabupaten B B dan Penataan Swasta
- Utilitas Sekolah pada Sub- | - SWP L.B pada Blok I.B.2 . Sw f Ruang
Zona SPU Skala Kecamatan asta - Pendidikan
Rehabilitasi Sarana, APBD - Pekerjaan Umum
1.9.2 Prasarana dan Utilitas | - SWP [.A pada Blok 1.A.3 Kabupaten B B dan Penataan Swasta
- Sekolah pada Sub-Zona SPU | - SWP L.B pada Blok I.B.2 Swastl:)a Ruang
Skala Kecamatan - Pendidikan
1.3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Rehabilitasi  Sedang/Berat - Pekerjaan Umum
Sarana Prasarana dan APBD dan Penataan
1.3.1 Utilitas Sekolah pada Sub- SWP I.C pada Blok I.C.2 Is(‘a;t;ESaaten - - Ruang Swasta
Zona SPU Skala Kota - Pendidikan
Rehabilitasi Sarana, - Pekerjaan Umum
Prasarana dan Utilitas da Blok AP]?D dan Penataan
1.3.2 Sekolah pada Sub-Zona SPU SWP I.C pada Blok I.C.2 Is{‘ia];faaten B - Ruang Swasta
Skala Kota - Pendidikan
Rehabilitasi  Sedang/Berat | - SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok - Pekerjaan Umum
- APBD
133 Sarana, Prasarana dan LLA.3 Kabupaten B B dan Penataan Swasta
o Utilitas Sekolah pada Sub- | - SWP I.B pada Blok I.B.2; dan B Swasz)a Ruang
Zona SPU Skala Kecamatan - SWPI.C pada Blok I.C.1 - Pendidikan
Rehabilitasi Sarana, | - SWP LA pada Blok 1.A.1 dan Blok - Pekerjaan Umum
o APBD
1.3.4 Prasarana dan Utilitas ILA3 Kabupaten B B dan Penataan Swasta
e Sekolah pada Sub-Zona SPU | - SWP I.B pada Blok I.B.2 Swasfa Ruang
Skala Kecamatan - SWPI.C pada Blok I.C.1 - Pendidikan
Rehabilitasi  Sedang/Berat - Pekerjaan Umum
Sarana, Prasarana dan da Blok B APED dan Penataan
1.3.5 Utilitas Sekolah pada Sub- SWP I.C pada Blok I.C.1 _ Is(;aléi)aaten - - Ruang Swasta

Zona SPU Skala Kelurahan

- Pendidikan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
) Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;:zeéiﬁgﬂ'a Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Rehabilitasi Sarana, - Pekerjaan Umum
Prasarana dan Utilitas APBD dan Penataan
1.3.6 Sekolah pada Sub-Zona SPU SWP I.C pada Blok I.C.1 Is(‘a;l;gfaaten - - Ruang Swasta
Skala Kelurahan - Pendidikan
1.4 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- SWP I.A pada Blok I[.A.1, Blok
Pembangunan I.A.2, dan Blok I.A.3 - APED - Pekerjaan Umum
141 Gedung/Ruang Kelas/Ruang | - SWP [.B pada Blok I.B.1 dan Blok Kabupaten B B dan Penataan Swasta
o Guru PAUD pada Sub-Zona 1.B.2 B Swasg Ruang
SPU Skala Kelurahan - SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok - Pendidikan
I.C.2
- SWP LA pada Blok I.A.1, Blok
Rehabilitasi  Sedang/Berat 1.A.2, dan Blok I.A.3 APBD - Pekerjaan Umum
1.4.9 Sarana, Prasarana dan | - SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Blok Kabupaten B B dan Penataan Swasta
o Utilitas Sekolah pada Sub- 1.B.2 Swasfa Ruang
Zona SPU Skala Kelurahan - SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok - Pendidikan
1.C.2
- SWP LA pada Blok I.A.1, Blok
Rehabilitasi Sarana, 1.A.2, dan Blok I.A.3 APBD - Pekerjaan Umum
143 Prasarana dan Utilitas | - SWP L.B pada Blok I.B.1 dan Blok Kabupaten ) B dan Penataan Swasta
o Sekolah pada Sub-Zona SPU 1.B.2 Swas?a Ruang
Skala Kelurahan - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok - Pendidikan
1.C.2
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rumah Sakit
2.1.1 pada Sub-Zona SPU Skala SWP I.A pada Blok 1.A.3 Swasta - Kesehatan Kesehatan Swasta
Kota
Rehabilitasi dan - Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Puskesmas APBD dan Penataan
2:1.2 pada Sub-Zona SPU Skala SWP1.C pada Blok I.C.1 Kabupaten ) B Ruang )
Kecamatan - Kesehatan
Rehabilitasi dan - Pekerjaan Umum
Pemeliharaan Puskesmas APBD dan Penataan
2-1.3 | pembantu pada Sub-Zona SWP LA pada Blok L.A.1 Kabupaten B B Ruang B
SPU Skala Kelurahan - Kesehatan
Pembangunan Fasilitas
Kesehatan Lainnya - Pekerjaan Umum
(Pembangunan Baru | - SWP1.A pada Blok .A.1, Blok [.A.2, APBD dan Penataan
2.1.4 dan Blok I.A.3 - - -
Puskesmas Pembantu) pada SWP 1B pada Blok LB.1 Kabupaten Ruang
Sub-Zona SPU Skala | ~ -b pada Bblok 1.5 - Kesehatan
Kelurahan
S Program Pengelolaan Peribadatan
3.1 Pengelolaan Peribadatan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-1 TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
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3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Penataan, Rehabilitasi, dan .
3.1.1 | Pemeliharaan Fasilitas SWP LB pada Blok 1.B.2 B QZEE aten ) ) ) gzl;leg:;;a(g;lum Swasta
o Peribadatan pada Sub-Zona SWP I.C pada Blok I.C.2 . Sw fa Ruan W
SPU Skala Kota as nang
SWP I.A pada Blok .A.1, Blok I.A.2,
Penataan, Rehabilitasi, dan dan Blok I.A.3 _ APBD - Pekeri U
Pemeliharaan Fasilitas SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Blok exerjaan Lmum
3.1.2 - Kabupaten - - dan Penataan Swasta
Peribadatan pada Sub-Zona I.B.2 _ s : R
SPU Skala Kecamatan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok wasta uang
I.C.2
SWP I.A pada Blok I.LA.1, Blok I.A.2,
Penataan, Rehabilitasi, dan dan Blok 1.A.3 APBD Pekeri U
Pemeliharaan Fasilitas SWP LB pada Blok 1.B.1 dan Blok | ~ - Jexenjaan Umum
3.1.3 - Kabupaten - - dan Penataan Swasta
Peribadatan pada Sub-Zona I.B.2 _ Swasta Ruan
SPU Skala Kelurahan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok g
I.C.2
4} Program Rencana Kawasan Sarana Pelayanan Umum
4.1 Pengelolaan Kawasan Sarana Pelayanan Baru
- Perencanaan - Perencanaan
APBN Pembaneunan Pembangunan
. SWP I.A pada Blok I.A.3 APBD Pekerjaan g Penelitian dan
Pembangunan Fasilitas . Daerah
SWP 1.B pada Blok I.B.2 Provinsi Umum dan X Pengembangan
4.1.1 | Pelayanan Umum Baru pada - Pekerjaan Swasta
SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok APBD Perumahan Daerah
Sub-Zona SPU Skala Kota Umum dan -
1.C.2 Kabupaten Rakyat - Pekerjaan Umum
Penataan
Swasta dan Penataan
Ruang R
uang
- Perencanaan - Perencanaan
SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, APBN Pembaneunan Pembangunan
Pembangunan Fasilitas dan Blok I.A.3 APBD Pekerjaan Daerah € Penelitian dan
4.1 Pelayanan Umum Baru pada SWP 1.B pada Blok I.B.1 dan Blok Provinsi Umum dan Pekeri Pengembangan s "
o Sub-Zona SPU Skala I.B.2 APBD Perumahan B UimirrJna?iZn Daerah wasta
Kecamatan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok Kabupaten Rakyat P - Pekerjaan Umum
enataan
I.C.2 Swasta dan Penataan
Ruang R
uang
- Perencanaan - Perencanaan
SWP LA pada Blok I.A.1, Blok APBN Pembaneunan Pembangunan
Pembangunan Fasilitas 1.A.2, dan Blok I.A.3 APBD Pekerjaan Daerah g Penelitian dan
4.1.3 Pelayanan Umum Baru pada SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dan Blok Provinsi Umum dan Pekeri Pengembangan s "
| Sub-Zona  SPU  Skala | LB.2 APBD Perumahan U Daerah wasta
Kelurahan SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok Kabupaten Rakyat P - Pekerjaan Umum
enataan
1.C.2 Swasta dan Penataan
Ruang R
uang
5 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"éﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Perwujudan RTH Privat Sub- | - SWP LA pada Blok .A.3 . APED i gi‘fg:‘;;iz‘um
4.1.1 Zona SPU Skala Kota Dengan | - SWP I.B pada Blok I.B.2 Kabupaten B B Ruan: Swasta
=% | Minimal 20% Dari Luas | - SWP L.C pada Blok I.C.1 dan Blok p uang
. - Swasta - Lingkungan
Kaveling I.C.2 -
Hidup
- SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, - Pekeriaan Umum
Perwujudan RTH Privat Sub- dan Blok I.A.3 J
- APBD dan Penataan
Zona SPU Skala Kecamatan | - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok
4.1.2 o . Kabupaten - - Ruang Swasta
Dengan Minimal 30% Dari I.B.2 _ Swasta - Lingkungan
Luas Kaveling - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok ne g
Hidup
I.C.2.
- SWP LA pada Blok I.A.1, Blok - Pekeriaan Umum
Perwujudan RTH Privat Sub- 1.A.2, dan Blok I.A.3 _ APBD dan PJenataan
Zona SPU Skala Kelurahan |- SWPI.BpadaBlokI.B.1, dan Blok
4.1.3 . . Kabupaten - - Ruang Swasta
Dengan Minimal 30% Dari 1.B.2 _ Swasta - Lingkungan
Luas Kaveling - SWPI.C pada Blok I.C.1 dan Blok ng g
Hidup
I.C.2
d Perwujudan Zona Campuran
1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang
1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang untuk | qypya pada Blok LA.1, Blok LA.2,
Investasi dan Pembangunan d lok Keri
Daerah (Penataan dan an Blok 1.A-3 APBD Pekerjaan Umum
1.1.1 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok - - dan Penataan -
Pengembangan Kawasan LB.2 Kabupaten Ruang
Campuran Perumahan, | qwp 1 ¢ pada Blok 1.C.2
Perkantoran dan
Perdagangan Jasa)
Perwujudan RTH privat Sub- | - SWPI.A pada Blok I.A.1, Blok [.A.2, - Pekerjaan Umum
Zona Campuran Intensitas dan Blok I.A.3 - APBD dan Penataan
1.1.2 | Menengah/Sedang Dengan | - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok Kabupaten - - Ruang Swasta
Minimal 30% Dari Luas I.B.2 - Swasta - Lingkungan
Kaveling - SWPIL.C pada Blok I.C.2 Hidup
e Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa
1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi | - SWP I.A pada Blok [.A.1, Blok I.A.2, - Pekeriaan Umum
Pemanfaatan Ruang untuk dan Blok I.A.3 dan PJenataan
Investasi dan Pembangunan | - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok | APBD
1.1.1 - - Ruang -
Daerah  pada  Sub-Zona I.B.2 Kabupaten - Perdaganean dan
Perdagangan dan Jasa Skala | - SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok dagange
Perindustrian
Kota (Penataan dan I.C.2




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-I TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
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Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Pengembangan Kawasan
Perdagangan Jasa)
2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan
2.1 | Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan
Perencanaan Penataan - Pekeriaan Umum
Sarana dan Prasarana PKL | - SWP IL.A pada Blok I.A.1 dan P‘Jenataan
(Penataan dan Revitalisasi | - SWP I.B pada Blok 1.B.1 dan Blok | APBD
2.1.1 - - Ruang -
Kawasan Sektor Informal) I.B.2 Kabupaten - Perdagansan dan
pada Sub-Zona Perdagangan | - SWP I.C pada Blok I.C.1 dagange
Perindustrian
dan Jasa Skala Kota
Perencanaan Penataan - Pekeriaan Umum
Sarana dan Prasarana PKL | - SWPI.A pada BlokI.A.1, Blok I.A.2, dan PJenataan
212 (Penataan dan Revitalisasi dan Blok I.A.3 APBD B B Ruan B
o Kawasan Sektor Informal) | - SWP L.B pada Blok I.B.1 Kabupaten - Per dagan an dan
pada Sub-Zona Perdagangan | - SWP I.C pada Blok I.C.2 Perindgus t%ian
dan Jasa Skala WP
3 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
3.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- Pekerjaan Umum
Penataan Bangunan dan APBD dan Penataan
3.1.1 | Lingkungan (Penataan | Kawasan Perkotaan Tobadak - - Ruang -
. Kabupaten
Sarana Perparkiran) - Perdagangan dan
Perindustrian
- Pekerjaan Umum
Perwujudan RTH privat Sub- | - SWP LA pada Blok LA.1  APBD %ir;fenataan
Zona Perdagangan dan Jasa | - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok g
3.1.2 . Kabupaten - - - Perdagangan dan | Swasta
Skala Kota dengan minimal I.B.2 _ Swasta Perindustrian
15% dari luas kaveling - SWPI.C pada Blok I.C.1 W .
- Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Perwujudan RTH privat Sub- | - SWP LA pada Blok .A.1, Blok L.A.2, dan Penataan
- APBD Ruang
313 Zona Perdagangan dan Jasa dan Blok I.A.3 Kabupaten B B - Perdagangan dan | Swasta
o Skala WP dengan minimal | - SWP L.B pada Blok I.B.1 _ Swasia Perindustrian
20% dari luas kaveling - SWP I.C pada Blok I.C.2 .
- Lingkungan
Hidup
f Perwujudan Zona Perkantoran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub-Zona Perkantoran
1.1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pembaneunan Kawasan - APBN - Pertanahan - Perencanaan
1.1.1 su faw SWP I.A pada Blok 1.A.3 - APBD - Kejaksaan - Pembangunan -
Perkantoran Pemerintahan .
Kabupaten - KPU Penelitian dan




Pelaksana

Waktu Pelaksanaan

Kementerian /

TP-1 TP-2
. Sumber Lembaga yang Perangkat
No. Program Utama Lokasi Perangkat Daerah Pemangku TP-3 | TP-4 | TP-5
Pendanaan M;’g"éﬁgﬁ:’“ Daerah Provinsi | "yohupatenyang | Kepentingan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2028(2030- (2035-|(2040-
3 yang membidangi Lainnya - | 2034) | 2039) | 2042)
Pemerintahan membidangi 2023(2024/2025(2026(20272029
di Bidang
Pengembangan
Daerah
- Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Perencanaan
Pembangunan
o - SWP LA pada Blok LA.1, Blok - APBN - Peljtanahan Penelitian dan
Rehabilitasi  Sedang/Berat - APBD - Kejaksaan Pengembangan
1.1.2 1.A.2 dan Blok I.A.3 - Swasta
Rumah Gedung Kantor Kabupaten - KPU Daerah
- SWP I.B pada Blok I.B.2 X
- Swasta - Agama Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
Perencanaan
Pembangunan
Pemeliharaan/Rehabilitasi - SWP LA pada Blok I.A.1, Blok - APBN - Pertanahan Penelitian dan
- APBD - Kejaksaan Pengembangan
1.1.3 | Sarana dan Prasarana 1.A.2 dan Blok I.A.3 - Swasta
Kabupaten - KPU Daerah
Gedung Kantor - SWP I.B pada Blok I.B.2 -
- Swasta - Agama Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
- Perencanaan
Pembangunan
Perwujudan RTH privat Zona | - SWP LA pada Blok I.A.1, Blok - APBN - Pertanahan Penelitian dan
L - APBD - Kejaksaan Pengembangan
1.1.4 | Perkantoran dengan minimal 1.A.2 dan Blok I.A.3 K - Swasta
o . . abupaten - KPU Daerah
30% dari luas kaveling - SWP I.B pada Blok I.B.2 -
- Swasta - Agama - Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
g Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan
1 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan
1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pekerjaan Umum
dan Penataan
1.1.1 | Peningkatan TPS3R SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok | APBD B B Ruang B
I.C.2 Kabupaten .
- Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
dan Penataan
1.1.2 | Rehabilitasi TPS3R SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok | APBD B B Ruang B
I.C.2 Kabupaten .
- Lingkungan
Hidup
- Pekerjaan Umum
Pembinaan Teknik | swp 1.c pada Blok 1.C.1 dan Blok | APBD dan Penataan
1.1.1 | Pengelolaan Infrastruktur - - Ruang -
I.C.2 Kabupaten .
Persampahan - Lingkungan

Hidup




Sosialisasi dan

Pemberdayaan Masyarakat | SWP 1.C pada Blok I.C.1 dan Blok | APBD . : _
Ritsl Rangka Penyediaan Sarana | 1.C.2 Kabupaten E Lingkungan Hidup
TPS3R
Perwujudan RTH privat Sub-
Zona Pengelolaan
1.1.4 | Persampahan dengan Is‘gg LC pada Blok L.C.1 dan Blok AKEED e - Lingkungan Hidup -
minimal 20% dari luas | "= upa
kaveling
h Perwujudan Zona Transportasi
1 Program Penyele

T

nggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Sub-Zona Transportasi

Pémbﬁngunan Geduﬁg

SWP L.A pada Blok [.A.1

APBD

Perhubungan

| Rt oot Bl e 2D

ngkungannya

il Terminal Provinsi 3 N
Pengembangan Sarana dan APBD
11.2 Plriinabivis Fomieiin b SWP L.A pada Blok .A.1 Provinsi - Perhubungan -
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Terminal APBD
11.3 (Fasilitas U 7 SWP I.A pada Blok 1.A.1 Provisa - Perhubungan -
Pendukung)
i Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan
1

g

Saraﬁa

Program Penataan Bangunan dan Li

s

Pengembanan
1.1.1 | Prasaranan Sub-Zona | SWP 1.A pada Blok 1.A.3 Pertahanan - -
Pertahanan dan Kemananan
Pengendalian dan Penataan
1.1.2 | Kawasan Sub-Zona | SWP 1.A pada Blok 1.A.3 APBN Pertahanan - -
Pertahanan dan Keamanan
Sinkronisasi  Pemanfaatan .
1.1.3 | Ruang di Sekitar Zona | SWP 1.A pada Blok 1.A.3 APBN Pertahanan P ey "
Pertahanan Dan Keamanan
- Pekerjaan Umum
Perwujudan RTH privat Sub- gir;:;ma
Zona Pergudangan dengan _
1:4.2 il - 2006 . it | be SWP 1.A pada Blok 1.A.3 Swasta - g:rfiaganggn dan | Swasta
g rindustrian
kaveling » 5
- Lingkungan
Hidup “PATF
7
7S
PATI ENGAH,
NS - &
g,
AR
Ny MAUNI



TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX)

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK TAHUN 2023-2042

No Kegiatan Kode KBLI

S S el
001 [Taman Lir g 81300
002 [Taman Kelurahan 81300
003 |Taman Kecamatan 81300
004 |Taman Kota 81300
005 [Jalur Hijau dan Pulau Jalan 81300
006 _|Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI 96910
007 |Rimba Kota 81300
008 [Jalur Hijau Saluran Udara T n Ti 81300 Bl
009 (Lapangan wus | B1,B2B3 | B1,B2,B3,B4,B5 | B1,B2,B3,B485 | B1,B2,B3,B4B5 |  B1,83,84
010 _|Tempat Parkir Umum 52215 _B1,B2 ; BS ! B1,B4 B1 B
011 |Taman Bermain dan Rekreasi 93211 B1,B2,63 | 'B1,B3 B1,B3 B1,B3 B1,B3,B4
012 _|Kolam Retensi/ Embung 42911 BL ! B1,B4 _B1,B4 81,84 B1,B4 B1,B4
013 |Plas w2 | BB B2B4,85 B2,B4,85 B2,B4,85 B4 B2,84
014_|Trotoar 42101 _ Bl LR Bl BL _Bl1 BL
C._|PERUMAHAN =
015 |Rumah Tinggal Tunggal 41011
016 |Rumah Deret Suc__..”..m._mmu
017_|Rumah Adat 41011 T2,73,BL B 82 | T273B182
018 |Kompleks Perumahan 41011
015 |Asrama/ Mess 55500
020 |Hunian Vertial/ Rumah Susun b
021 |Panti Jompo ..muwwﬁm.....-wd

Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan

0622 Perakitan ’ 331
023 |Reparasi Mesin 3312
024 |Reparasai Peralatan Elektronik dan Optik 3313
025 |Reparesi Peralatan Listrik 3314
026 |Reparasi Alat Angkutan,Bukan Kendaraan Bermotor 3315
027 si Peralatan Laij 33190
028 |[Hotel Bintang 55110
029 |Hotel Melati 55120
030 |Guest House/ Villa 55193
031 |Pondok Wisata (Homestay') 55130
032 |Kost 55900
033 |Warung Makan 56102
034 |Supermarket 47111
035 |Minimark 47111
036 |Toko Kelontong/Kios 47192
037 [Toko Bahan Periakas,dan | = 4752
038 |Perdagangan Eceran Beras 47241
039 | Toko Makanan/Minuman 47112
040 |Toko Peralatan Rumah Tangga 47599
041 |Toko Plastik 47737
042 |Toko Perlengkapan Kendaraan Bermotor 47736
043 | Toko Obat atau Apotek 47721
044 |Toko Alat dan Bahan Farmasi 47725
045 | Toko Pakaian dan Aksesories 47711
046 | Toko Peralatan dan Pasokan Pertanian 47796
047 | Toko Bahan Kimia 47773
048 |Toko Hewan F (Pet Shop) 47751
049 |Toko Musik dan P Musik 47597
050 |Toko Meubel/ Fumiture 47591
051 |Toko Tanaman 47762
052 |Toko Peralatan Olahraga 47630
053 |SPBE 47301
054 |SPBU / SPBN 47301

ZONA BUDI DAYA
B1 T3, 3,B1,82,83 | T3,B1,82, B1,B2,B3 ,B1,B82,83 | T3,81,82,B3 | T3,B! B3 | T3,B1,B: T3,B1,82,83 | T3,B1,82,B3 B2,83 | T3,81,82,83 | T3,81,82,B3
T1,T2,81,82, T 12,8162, | T1,12,B1,8, | T1,12,81,82, | T1,T2,81,82, | T1,T2,B1,82, |T1,72,81,82,83, | T1,T2,B1,82, | TLT2,BLE2, | T1,T2,B1,B2, | T1,72,B1,82,
d..!. T282,85  |T2,81,62,83,B5(12,61,2,8385 " p ammn. B35 ‘esps | B3Es | 'B3.85 e m,m. | m3@s BLBS
BLB2B5 | T2BLE2B5 | 12818285 | 12518285 | B162,85 | B1,B2p5 | B1B2ES | BLE2E5 | BUB2BS | BLBAAS | BLEABS LB i
Y F Hes v 3 I s 1
TLELEZES | 7ipiees | TLBLE2E3 | TIBLE2E3 | BLES BLE3 | BLBE3 B1,B3 | T1T2B183 | T17T281,83 |TLT281,83 B
T1,B1 T1,8184 T1,61,84 T1,81,84 BLBA Blp4 | BLB4 | T1BiB4 | TiBLEB4 | TLBLB4 | TiBI BLB4 | T1,B1,B4 | BLBA
T1,B2,B4 | T1,13 TL13 Ti,13 ) T1 ShY ._.n Tl ._.w., ._.n T1 Ti Ti
B1 Bl 81 Bt | Bl B | Bl B Bi Bl BL ]
B1 (78 Bl BL : T3,51 3,81 73,81 3 BL
B Bl BL 3,81 3,81 3,81
12,81,83,84 Bl Bl Bl T2,B1 1 2,B1 13,81 T3,B1 T13,B1 13,8 T2,B1 T2,B1
'B1,B3 B1,83 ] 7 2,81 12,81 12,81 ;
BIE=. = SBY BT | T2B1 Bl T2,81 T2,B1 B1 T2,B1 2,81
B1,B3,85 B1,B3,B5 B1,B3,B5 BLB3BS | T2B1 12,81 T2,81 T2,BL
B1 BL Bl yr T T2 T2
T1,73,81,83,84 |T1,T3,B1,83,B4|T1,13,81,83,84 B1,B3B4 | BIB3B4 | BLB3B4 | BLB3BY
7 il i ] S (=S e
T1,73,81,83,84 |T1,T3,B1,B3,B4{T1/ ..w»..a.uw 'B1,B3,B4 , ' Bi,B3,B4 | BLB3B4 | mn.g.w__. |
T1,T3,81,B3,B4 [T1,T3,51,83,84|T1,T3,B1,83,84 | BLE3S4 | BILB3B | BIB3E4 | B1,B3B4
T1,T3,B1,83,84 [T1,73,81,83,84|T1,73,51,83,84 | B1B3B4 | BLEIBA | BLE3EA BB
T1,T3,B1,83,84 |TLT3,B1,83,84T1,73,81,63,84  B1E3p4 | BLE3BS | BLB3S BLE3B4
T1.T3,B1 13,81 ‘T1,T3,B1 { B 1 Bl B1,B3B4 |
TLT3,61,8385 |T4,T3,81,89,85(11,73,81,8385] 1 ge o | o  BLE3ES | BLB3ES | BLE3ES | TLBLE3ES T1,BLB3BES | T1,81,83,85
TLT3ELE3ES |T1,T3e1enBs(TL T L Eses| TR TLTSBLES, |TLTSOLE | pigses | s1B3Bs | BLB3ES | 71618385 T1,81,63,85 | T1,81,83,85
"Bl e s B : T1,73,81,83, : 73,81,83,
T1,T3,81,83,85 [T1,13,81,83,85(T1,73,81,83 85 Rt #dmw.a. TTIBLES| pipses | sieaes | BLESES | i T1,81,83,85 | TV a3 B3,
: : ) A Sy p ~ | T1,T3,B1,B3, T1,T3,B1,B3,
T1,T3818385 [11,73,81,8385[ LT3 81,83,85| T oS | THIRRL [TUTSCLES | ugsps | pueses | euesss | Cgs 818385 | T
T1,13 13 il '1,73,B5 T3 T1,73,B5 T1,T3 T1,T3 T1,T3 13 T1,T3,B5
B3 j B3 | BLB3 BLE3 BLE3 B3 | BLB3
TLT3B385 | TL13,83,85 TLI3.83; 7 83,85 TLT3,B3E5
TL,T3 T1,73 T1,13 T1,73 T1,13 T1,T3 TLTS T1,13 T1,73 TLT3 TL,13 T1T3
T3 T1,13
T1,73 113 LT3 T1,73 T1,T3 i3 1,13 Ti13
TL,13 TL13 T1,13 TLI3 :
T1,73 T1,13 T1,13 T1 T1 T1 Ti i T1 T1
1,73 TLT3 T3 TL13 T1 TLT3 TLT3
T1,13 T1,73 TLI3 1113 T1i,T3 i 13
TLT3 TLT3 TLT3 TLT3 , T1 I T3 TL,13 |
T1,13,81 TIT3BL | 11 BL | TiT38L | TLT3B1 | TLB1 Bl ; Bl TLT3,B1 | JLT3B1
T1,13,81 T1,73,B1 T1,73,B1 B1 Bl T1,T3,B1 T1,73,B1 T1,T3,81
TLT3 TLT3 TLT3 1113 T TL,13
TL,13 TL,T3 T1T3 13 Ti T1,T3 T1L,13
T1,13,81 T1,13,81 T1,13,81 _ , T1.T3,B1 TLT3B1
T1,73 TLT3 TL,T3 TII8 Ti T1,13 ._..H..—w
FT3 T1,13 T3 T1,13 1 T1,13 ] 1,13
T1,73 T1,13 T1,13 7173 T1,13 ] 1,13
{EL, T3 T1,13 e ] 71,73 T1 T3 d.._d.
T1,13 T113 T1,T3 T1,T3 Ti 3 T1,T3 T1,13
] 83 Bl T1,T3,8153 |
T1,T3,B1 | T1,13.B1,83 | T1,T3,B1,B3 | B3 B1,83 B1,B3 Bl T1,13,B1,B3




ZONA BUDI DAYA

No Kegiatan Kode KBLI
055 |Pertashop 47301
056 |Perdagangan Eceran Gas Elpiji 47772
057 _|Showroom Mobil 4510
058 _|Showroom Motor 4540
059 |Pasar Hobi 94990
060 |Pasar Modern 47191
061 |Pasar Tradisional 47112
062 _|Pasar Induk 46900
063 |Tempat Pelelangan Ikan 46206
064 |Pasar Hewan 47891
065 |Toserba (Department Store) 47191
066 luran Grosir 46900
067 _[Kantin/ Kedai 56103
068 |Restoran/ Rumah Makan 56101
069 |Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap 56104
070 |Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya 56109
071 _|Rumah Minum/ Kafe/ Coffee Shop 56303
072 |Kiub Malam/ Kegiatan Hiburan Malam 93291
073 |Karacke 93292
074 |ATM 66420
"B4111","641
217,"64122°,
"64123","641
317764132,
075 |Jasa Lembaga Keuangan "53141" 641
42°,"64143",
"54144","641
45"
076 |, ictivitas Jasa Keuangan Lainnya,Bukan 6401
Asuransi,Penjaminan,dan Dana Pensiun
077 _|Pergadalan 6492
078 |Jasa Asuransi dan Penjami 651
079 |Jasa Percetakan 1811
080 |Jasa Penitipan Hewan 96990
Jasa Penyewaan Alat Berat atau Perlengkapan
081 Kepstiuks 77311
082 |Jasa Komunikasi 61100
083 |Jasa Pemak Keag: 94910
084 |Jasa Risét dan Pengembangan IPTEK 72102
085 |Jasa Perawatan atau Perbaikan atau Renovasi Barang 952
085 |Jasa Bengkel Kendaraan =
087 _|Jasa Pengecatan 43303
088 |lasa Las,Kenteng wu—ﬂw......uwp
082 |Jasa Keterampilan (BLK) 85499
090 |Jasa ran (Fitness) dan Sa ir Senam 93116
091 |Jasa Pendidikan, Bimbel,Kursus,dan Sanggar Seni 85495
092 |Jasa Transportasi (Pool Angkutan) 49429
Jasa Tour dan Travel (Khusus Tiket dan Paket
093 Wisata) 7911
094 |lasa Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering) 56210
095 |Jasa Pemasaran Properti 68200
096 |Jasa Per atau Bisnis Lainnya 82110
097 |Jasa Cudi Pakaian (Laundry) 81100
098 [lasa h dan Kecantikan 9611
099 |Jasa Penitipan Anak 85134
100 |Jasa Hiburan 90090
101 |Jasa Pencucian Mobil/ Motor 45202
102 |Aktivitas Pos 5310
103 |Jasa Pengiriman Barang/ Ekspedisi 5320
104 |Bongkar Muat Barang 52240
105 |Jasa Penjahit Pakaian/ Tailor 14120
106 |Pembuatan Es (Kristal/ Kotak Bolong) 35302
107 _|Sirkuit Balap 93112
108 |Pacuan Kuda 93112
109 |Jasa Pengangkutan Limbah, Tinja dan Sampah 3701

T1,81,83 T1,81,83 T1,81,83
T1,81,83 T1,8183 T1,B1,83
Ti T1 T1

Tt

TL3BLE | TLI3BLES | TLT3BLE BLE3 B,

TLT3 T1,13 71,13 _ B3 B]
T113 T3 1,13 113 T4, 113

T17381 | TLI3B T38| TIT381 113,81 1 81 13,81

i) LT3
T1,T3,B1,83,85 [T1,T3,81,83,85(T1,73,81,83,85 B1 Bi BL
: _, B BL
BL Bl BL
B B
T1,T3,B1,B3;B5 T1,T3,81,83,85 d.u:_-_..w.mh.a_.ww B3,B5 WWE
: [ 81,83 B1p3 | B3 | Bip3 | Bip3 | BLE | BLES BLES | B1B3
T1,73,B1,83,85 |T1,T3,81,83,85(T1,T3,81,83,85| T1,T3,81,83 | T1,73,81,83 | T1,T3,61,83 | BL,B3 B1,B3 B1,63 | BLE3
BLE3 BLE3 P13 | B3 | BLB3 | BLE3 | BLE3 | BLES B1,83 BLES
BLE3 81,83 B183 | B183 | BLE3 | BuE3 | EL83 | B183 B1,83 BLE3
: 1173 Ti13 i3 T3 | T8
B BLB3 | T3BL E
Bl TL.T3,81 B1,83 | T1,73B1,83 | T1,T3,81 =f _ BL, T1,T381

T1,T3,B5 T1,T3,85 T4T3 W | TR T1
T1,13,85 T1,73,85 e | T 13 T1
1,73,85 113, TiT3 T1,13 T ﬂp
TLT3 TLT3 TLT3 TLT3 TL13 55
T1,13,61 T1,13,81 ‘ 3,61 BL | TLI3BL | 1181 T1,T3,81
TLT: T: 3 113 Gl [ 3 T3

B L] il
T3,B1 TLT3BL | Ti13, 1,13, | TLT3BL 1 ] L
T1, LT3 TIT3 | TLY TLT 11,13 i
.zm TiT3 TLT3 . S T3

T1,73,B1 T1,73,B1 1,81 BL BL

T1,T3,B1 T1,T3,81 n
T113,8 ;
T1,T3,81 T1,T3,81 T1,B1 Bl BL
_ : B
TL13 TL,13 ! ;

TLT3BLB3 B183 | TLI: TiB1 ,
TL13 TLT3 i TL T3
LT3 T, T1,T3 T3 T3
LT3 LT3 T1,T3 T
LT3 TLT3 T1,T3 T - T
1113 TL13 TL13 TL13 TLT3 LT3 T
T3 T1,T3 TLT3 TLY3 TL13 11,13 Ti
TLT3 TLT3 TLT3 TLT3 LT3 3 T TLT3
LT3 3| TL13 3 3 1L

13 it T1,13 T1 Vi
TLT 1,1 T1,13 7 T T1 TL,13
TLT3 TLT3 TLT3 TLT3 i ) Bl T3
1,13 TLI3 TL,T: T1L,13 TLT3 1,13 71
1,73 TL13 TLT3 TLT3 71,73 LT3 TL
1,13 TLT3 TLT TLT3 T3 | T3 T1
TLT3 TL,13 T1 “ i o

T1,13,81 T1T3,81 TLT 2 VT ) S T e T1,13,B1

BLET | B1s3 | Bl
B TiBl B1,83 i ‘
TLT3 TLT3 1,13 TL3 LT3 || T 1,13 TLT3

B1
) LT3
EERE]
Bl BLE3
| BLE3 | TLT3BLE3
B1,B3 BLE3
TLT3 T173
T1,T3 T3]
T3 T1,73
LT TL13
T3 1173
T1,73,81
..—.U‘
.ﬂ_.-._.w.
_TLT3,B1
113
TIT3
T1,B1
T
11
T1,81
T, .
i
L
T
T3 71,13
TLTS T113
TLT3 T1L,13
TL,T:
T1,13 T1iT3
T1T3. TLT3
; 1113
TLT3
TS
Bl
TR
T1,81,83
T1,13




KontorPemerintsh |
Izma_ﬁ. Pertahanan dan Keamanan

i
_a ‘
KantorSwasta |

84111
84113
B4114

Tugas Khusus

Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang
Kesehatan,Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan
Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial

2
g

a2s]

IE

84233
69101

ca

| 124 Jkonsutenbukom |

69103
69104

Penelitian Dan Pengembangan Iimu Pengetahuan
Sasial Dan Humaniora
| 133 _|[Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat

o s

137 Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging
Bukan Unggas

Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota
Air

Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan
dan Sayuran

2 pope
141 |Industri Makanan 0
0"

.._
c
.Iu I_R_Ea._ Tekstil % 39"
H Industri Pakaian Jadi

Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman

Industri Farmasi,Produk Obat Kimia dan Obat
Tradisional

147 |Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer E

E Industri Alat Musik ..wNNn_w_.N.......wwu
E Industri Mesin Untuk Keperluan Umum E
E Industri Pembuatan Kapal dan Perahu !

[t Tingg!
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b
e
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feded
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No Kegiatan Kode KBLI

154 __"_&EE Pengolahan Lainnya 3290

155 |Industri Pengolahan Baje Ringan 2410

Industri Mortar atau Beton Siap Pakai ( Batching Piant|
156 / U-DitchyCansteen) 23957




; : DT : W S e ZONA BUDI DAYA
K G = = e S S s = - >

it Mixing Plant

T3,81,82,83,B4,8 | T3,B1,B2,83,B4/13,B1,82,83,B4
: B5 BS

mm
omrvmis e
E— e [

Jenisaya

E :
165 |Pendidikan Dasar -
166 |Pendidikan Menengah Periama

167 |Pendidiken Menengah Atas

T1,T3,B1 T1,73,81 T1,73,81 E T1,73,B1 T1,T3,B1 T1,13,B1

I T T 7 Y O e B e A

E

TiTsel | Tigset | miveer | Bt f et | Bi | TiT3B1 [ TLT3B1 T113,B1 T1,73,81
R S i - ] Py T e s 1 gl [ o 5
| S T ] e e = Y i 1V el e V) 5 s = ) v [

E Rumah Sakit Tipe A | T1,T3B1,83

177 T1,T3,B1,83
T1,T3,B1,83
T1,T3,B1,83
T1,73,B1,B3

| o=
218

y
]
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Kode KBLI

Kolam Renang Umum

93113

Sirkuit

93112




ZONA BUDI DAYA

T1,T3,B1,83, | T1,73,81,83, | T1,T3,81,83, | T1,73,B1,83, | T1,T3,81,83, | 1, dm;w T = T1,T3,81,83,
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—TiBis4 | TLBLA4 | TLBLB4 | TLBIB4 | TLBLBA | TLBLBI | T18184
ksl Bk . ; —TiBrsd | Tipis4 | TiBLBA | TLBLBA | TLBLBA | TLBLB4 | TiBLBA4 | [ TiA084 | T1BLE4 |
te Angkutan Umum | 118184 | , : : _ gy [ BiBs | T1BLBA | TLBLBY | —B1se |
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1,
235 {Anghutan Heloh Sakran Piga : 3154 | BLBA T ; %lmﬁﬁl 71,814
|_238 | Garasi/Pool Truk 5 =5 - e : S hﬁ'ﬂ%ﬁ%r
| 239 |RestAres ] Imm:” Bl I T1B81B5 | T1,BLBS |

I._.m._.:_nw_ Tipe A 52211
Iﬂm«ﬁﬁ& Tipe B 52211
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jiorethet Taiof Rt i Jomisdioh Bof _BLBA : B1,84 B1,B4 B1,B¢ 61,B3,84|  BLBA | TiBisd | TieLp4 | TiBLB4 | T1BLBA | TLBLBA | TLBIB4 | 115184 | TiBLE4 | Ti81,B4 | TLBLBI
! : : B1,B B4 B1,54 : S1B3PA| BLB4 |  TLB1B4 | TLBIBA | TiBLB4 | T181,84 | Tisiss | TIBLB4 | TLBLBA | TIBLE4 | TLBLBA L TLBLE BLB4 | T1B1,84 | T1BLB
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EE bzl _ , 1,83 : 1 _ BLE3 T1B1,83 | TLBLB3 | TLBLE3 | TLBLES TL,B183 | T1,B1,83 | TLB1E3 | T181,83 | T1,BL83
: B1,B B 5 51,83 TLeLEs | TLELE3 | TisuE3 | TLBLES | TiBLss | TLBLES | TLBLE3 | mpies | TieiEs | TLBLE | TLELE3
tik/Penyegar, Narkotik dan Obat . BLB3 T1,B1,83 T1,B1,83 T1,B1,83 T1,81,83 | TyBL83 | T1,B1,B3 | TLB1,B3 | T1BL,B3 T1,81,B3 | T1,8,83 | Ti,BL,B3 | T1,81,83

| 256 _|Perkebunan Buah Kelapa Sawt o6 | T BLER | _ . 2 3 [ B1B3 | 718183 TiBLe3 | T1BLB3 | 718183 | TLBLA3 | T1B1B3 | T1B1B3 BLB TiBLE3 | TiBLe3 | TiBi63 | T1B1B3 | TLBLB3 |
1 _  Tisiss | TiBLBs | TiBLB3 | TiBiB3 | 718183 | T1BLB3 | T1B1,B3 | T1BLE3 | | T1,8183 | T1,BLB3 T1,81,83
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| 270 | 39 !._.H._.m B1,83
(271 [potematan bomba dankambng | _o1aa | T1,T3,81,83
o7 [Rumanwoet | ouer | TL.T3,BL53
273 [Penangharen Tumbuhan/Satwa Uer o | il SN




ZONA BUDI DAYA

Zona Perumahan (R)
No Kegiatan Kode KBLI R-Z R-3 R-4
J. |PERIKANAN
274 |Tambak Garam 083930 -
275 |Budidaya Ikan Ar Tawar 0322 1 B1,B3 |__B1B3 |
276 [pemancingan e B1,B3 B1,83 81,83 B1,B3 B1,83 B1,B3 B1,B3 B1,83
K. | PERUNTUKAN LAINNVA : : Zjoersy = e : T1,B1,84
277_|Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase 42201 _B1 T1BL T1,81 T181 T1,B1 T1,81,84 T1,81,84 T1,B1,84 TiB1B4 | T1Bied | TiBIB4 | T1,81,84 | TLBLBI | : .
278 _|Konstruksi Bangunan Pengolahan Air Bersih 42202 _BL TLBL T1,B1 T1,81 T1,B1 T1,B1,B4 T1,B1,84 T1,B1,B4 T1,B1B4 | T1Bl, TLBLB4 | T1,B1B4 B1,B4 SL3
279 _|Treatment Air 3600 B1,B3 B1,B3 B1,83 B1,B3 T1,B1,B3 T1,81,83 T1,B1,B3 T18183 | TiBL TiB1B3 | T1,BLE3 | TLBLE .m w._.
280 _|Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah 42207 T1,B1 T1,B2 T1,81 T1,B1 T1,B1.B4 T1,B1,84 T1,B1,B4 T1,8184 | 118184 | TiBLB4 | TLBIB4 | TiBL Lek
281 |Tempat Penampunigan Sementara (TPS) 38110 B § Bl T1,B4,B1 T1,84,81 T1B4,B1 T1,81 T1,B1 _TiB1 11,81 T181
262 [Temes: Pengolohen Sampeh Terpadu (TPSTY e | 321 T1,84,81 TLE481 | TLB4BL | T1B1 T1,B1 71,81 B e, e
283 |Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) b~ i
284 _|Bank Sampeh 38110 T1,B1B384 | T1B1,B8384 | TLB 1,818384 | T1,8183 | T1B183 | TiB1B3 | TiB1B3 1,81 BL T1,B183 | B T1,B1
285 |Penimbunan Barang Bekas 38110 -
s ng Bekas e 1,83,84 183,84 | T1,81,83,84 e ' d.E B4
287 |Daur Ulang Sampah i T1,81,84 TLB1B4 | TLELE4 | T8l T1,81 T1,81 BL | 8t T1,81
Aktivitas Remediasi 6an Pengelolaan Limbah dan = B1,B3
28 [o 0 1 Lai 39000 B1,B3 15 ol,t
259 |Treetment dan Pembuangan Alr Limbah Tidak 7ot T1,B1,B83,84 | TL,BL,BE3B4 | T1,81,83,84 |T1,81,83,84 | TLB1,6384 | T1,B1,63,B4 | T1,81,B384 | T1,B1,8384 | T1,B1B384 | T1,B81,83,84 BLB3 | BLB3 ﬂ.wrm.w..,x
290 [Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya | 37022 T1,B1,8384 | T1,BL,B3,B4 | T1,B1,83,84 |T1,B81,83B4 |T1B16354 |T1B183B4|T1,818384 T1,B1,83,84
291 [Treatment dan P gan Limbah Berbahaya 38220 T1,81,83,84 | T1,BLB3,B4 R EET
W e e e | =m TLBLESB4 | TLBLE3B4 | TLBLE3BA | T1BL83B4 | T1,BLE364 | T1,BLE3E4 | T1,B1,83,84 | TLBIS384 | TLBLBIBA |TLBLEIB| BLB3 | BLES |T1BLA3B4
395 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi 230 T1,81,8,83 B1,62,63 1B  T1BLB2,3 | T1B1,82,83 B3 | 11,81,8283 | TLB T1,81,82,63 | T1,81,82,83 | TLBL TLBLA2,A3 | T161,82,83 | T181,62,83 [ T1,61,A2 B3 | T1,61,82,03
394_|Aktivitas Telekomunikasl dengan Kabel 6110 T181,8283 | T1,81,8283 | TLB B2B3| TiB1.B2B3 | T1BLE T1,81,82,83 | T1,81,62,83 | T1,81,82,83 | T1,81,82,83 | T1,81,82,83 } TLB T1,81,82,83 |T1,81,82,83 1 TIB1,B2,83 |1 BLB2,B3 | T1,B1,82,83
295 _|Axtivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel 6120 : T1,81,8283 | T1,81,8283 | T1,B1 BLB2B3| T1B1B2B3 | T1Bl T1,81,82,83 | T1,81,82,83 | T1,81,82,83 | T1,61,82,83 | T1,81,82,83 | T1,B1,B2, 1,81,82,83 |T1,81,82,83 | Ti,B1,82,83 | T E.ﬂmwg 1,82,83 |
296 _|Aktivitas Telekomunikasi Satelit 6130 . T T1B1,8283 | TiB18285 | T1B1B2E3 LB2B3| T1B1,8283 | TiBl T1,81,82,83 | T1,81,82,83 | T1,B1,82,83 | T1,61,82,83 | T1,81,82,83 | T1,B1,82,83 LBLB2.B3. SR
297_|Ativitas Telekomunikasi Lainnya 519 | Ti,B1,B2B3 | Ti, : ] T1,81,82B83 | T1B81B2,B3 | T1,B1B 1,B1,B2B3| T1,BL,B2B3 | Ti| T1,81,82,83 |T1,B1,8283 | T1BLEB [1,81,82,83 | T1,81,82,83 | T1,81,82,83 e
298 _|Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Alr 2911 BL BLB4 51,84 B1,84 __B1,B4 __B1B4 Bl T1B1B4 T1,B1 T1B1B4 | BLBA | BiB¢ | BLEA T1B81,84 | T1B184 L
299_|Pembangkitan Tenaga Listrik 35111 B4 ] Bt 7 BLB3BA | 3 TLB1B3BA | TLBLB3,BA | T1,BLB3,84 | T1B1B3,84 | T1,81B384 | T1,81,6384 | T1,B1,B3,84 | T1,B1,8384 | TLBLBI B4
300_|Transmisi Tenaga Listrik 35112 B4 | BIB3B4 | BLB3,B4 ; B1,83,84 ] | TiB1B384| T1BLA3B4 | T1B1,63,B64 | T1B1B83B4 |T1,81,83,84 | 71,1834 | T1,81,83,64 | T1,81,83,84 | T1,B1,83B1
301_IDistribus! Tenaga Listrik 35113 : : ] [T 3 BIB3B4 | | T1,818384| T1,818384 | T1BLA3B4 | TLB1,B3 8 |T1,B18364]T1,B1,B3,84 | T1B1,B3B4 | T1,B1,83,64 | T1 B
302_|Penunjang Tenaga Listrik 3512 1,83,84 | BLEB3, B1,B3 B4 [ T1B1B384| TiBLB3B4 | T1,BLB3B4 | T1B183B4 | T1,81,83,84 | T1,81,83,4 | T1,B1,B3,B4 | T1,61,83,84 | T1,B1,83 B4
303_|Konstruksi Bangunan 42204 BLB4 T1B1B4 | 1,B1,84 T1,B1.84 T1,81,84 T1,B1,B4 T1,81,84 | T1B184 | T1BL,B4 | B T1,B1,84
304 |Distribusi Gas Alam Dan Buatan 35202 Bl, T1,B1,B4 Ti T1,B1, | i T1B184 T1,B1,B4 T1,B1,B4 T1,B1, B T1,B1,B4 B1,B4 71,8184
305 |Pertambangan Biji Logam Mukia 07300071 B1,B3,B4 81,8354
306 _|Penggalian Batu,Pasir dan Tanah Liat 0810 B3,B4
307 |Tempat Evakuasi Sementara 84234
308 |Tempat Evakuasi Akhir 84234
309 _|Pergudangan dan Penyimpanan 5210 T1,Bi T1,B1 81
310 |Tempat Latihan Militer 42924
311 [Wisata Buatan 93239 | T1,B1,B3,B5 T1,81,83 T1,81,83 T1,81,83 T1,B1,83,85 | T1,T3,B1,B3,85 [T1,T3,81,83,85|T1,73,B1,83,B5 T1,81,83,85 | T1,81,83,85 | T1,B1,83,85
312 | Themepark 93211 T1,B1,83,85 | T1,73,B1,B3,85 (T1,T3,B1,83,85/T1,73,B1,83,B5 T1,81,83,85 | T1,81,83,85 | T1,B1,B3,85
313 | Waterpark/Watarboom 83211 T1,B1,8385 | T1,73,81,83,85 |T1,T3,B1,83,B5(TL,T3,B1,83,85 T1,B1,83,B5 | T1,81,83,85 | T1,81,83,85
314_|Aktivitas! Seni Pertunjukan %001 T1,B3,85 TLT3 LT3 T1T3 Ti13 Ti13 TLT3 T112 T3 TLT3
315 |Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni 90030 T1,B3,B5 T3 TLT3 T1,T3 T1,T3 T1,T3 T1,T3 T1,T3 TL,T3 : T1,13
316 |K; g Wisata 91029 T1 T1,73,B3.B5 TLT3,83,85 | T1,.13 T1,B3,B5 T1,B3,B5 T1,B3,85
317 |Floating Vila dan fasilitasnya 55193 T1,B1,B3,85 | T1,T3,B1,63,85 [T1,13,B1,83,85/T1,T3,B1,B3,85 ,.E.wrmw.wm T1,81,83,85 | Ti,B1,83,85
s ) T1,73,B1,B3, | T1,73,81,83, | 1838
318 [Wisata Tira w4 | TL,B1,8385 TLBLES, v\ 5y g3gs | T1,73,81,83,85 |T1,T3,81,83,85(TL,73,1,83,65 ikl m,mr | 74,73,81,83,85
319 i Goif & Club House 93114 T1,B1,B3,B5 T1,81,B3,85 | T1,B1,8385 | T1,81,83,
el ooy 93293 T1,81,83,85 T1,81,83,85 | T1,81,83,85 | T1,81,83,85
"4771","4773 ; : ) T1,73,B1,B3,
321 {Toko Oleh-oleh dan Souverir " raTIs 47 T1,B1,83,85 | T1,T3,B1,83,85 |T1,T3,81,83,85(T1,73,81,83,85 Fd%rﬁ T1,81,83,85 | T1,81,83,85 | T1,81,83,85 sebicg
76","4778"
322 |wisata Kuliner 5610 T1,81,83,85 | T1,13,81,83,B5 |T1,73,81,83,85|T1,T3,81,83,85 'T1,81,83,B5 | T1,B1,83,85 T1,B1,8385 T1,B1,83,85
323 |Wisata Budaya/ Religi 91029 T1,B1,B3,85 | T1,T3,81,83,85 |T1,T3,81,83,85[T1,T3,81,83,B5) T1,81,83,85 | T1,81,83,B5 | T1,B1,83,85 | T1,B1,83,85 T1,B1,83,85 | T1,81,83,85 |T1,B1,83,85 T1,B1,B3,B5
324 |Kebun 91031 T1,81,8B3
325 |Taman Wisata Alam 91034 T1,B1,83,85




ZONA BUDI DAYA
= Badan Air |
(BA) =
No Kegiatan Kode KBLI BA_ |k = R-4
=25 =
325 |Konstruksi Gedung Hunian 41011 T4 128154, BLE3BS | T2BL | T2B1 | T2BL | T2T3BL ..BQ.E ._.uu.www T2T3B1 | 2T3B1 | T2T3EL | T2BL
327 _|Konstruksi Gedung Perkantoran 41012 ET3; 3,B1,83,B5 17381 | Ti7381 | TLT3B1 | TLT3BL BL
328 |Konstruksi Gedung Industri 41013 Hane ....._w.,wu,.B. ._.H.qu&n.gmw.
54 e difi T1,T3,81,8385 |T4,T3,B1,B3,B5 gaﬁgdhra, .:.,ﬁmwra , | TLT3.8LE3, | g3 gs B3.85 83,85 Lifodag __
330_|Konstruks Gedung ) 41015 =5 711381 TLT: B1,B3 ! L1381 | TLT3B1 | TLT3.B1 : ”
331_|Konstruksi Gedung Pendidi 41016 PR 1,13 ST i c B iERa L o) A i - ’
: — T ._,w_,_ﬁ T1.13,81,63, | TL,T3,BL,83,| i : ?durﬁ. T1,73,81,83, | T1,T3,B1,83,
332 |Konstruksi Gedung Penginapan 41017 T1,73,B1,83,B5 |T1,T3,B1,83,85/T1,T3,B1,B: ...mm T35 "d.uu.nmwﬁ._ ELk “7v| BLE3BS | BLE3BS | BLE3ES B ISE S ) ,
/13,81,83,85 |TIT3 ) 85 _B5 =t Bl : T1,13,81,83,
| I71,13,81,63, | 11,13,80,83, | T1,13,51,83, [ T1,13,8183, [ TL 13,8183, | 1) 13 5y g3, EHEB.‘ TL,T3,61,83,
333 |Konsiruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 41018  T1,73,81,83,85 [T1,73,81,8385( TLT3,6L8385) e _.au%b TLISBLA (TR | R vyt s i
EES T: i Ere e I | TiBL
334 [Pengeruian oo | TLBLB3BA | TLBLEIB4 LI T1BLB3 | TLBLBI | T1BLE3 | HhELAd
335 |Konstruksi Bang Sipil Minyak dan Gas Bumi 42915 ]
336_|Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan 42916 2 - — T1.T3,81,83,
337 |Konstruksi Bangunan Sipil Fasiitas Olah Raga 42918 T1,T3,B1,B3,B5 ._.r._.uh».ﬂbm T1,73,81,B3,85 ﬂ< mwr - Fa|) Bl it Saistiieca B 5
338 _|Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya 42919 | B1B4 | BLB4 | BiB4 31, BLB4 | B4 B 3,81,B3 T1,T3,81, T1,73,B1, ; .wm_.
339 _|Pembongikaran 410 | Bl = 5Bt Bl Bl _ Bl W Bl _ __ Bl B1 : =
340_[Penyiapan Lahan o | B3 | BLp3 |  BLE3 BLBS | Bies | Bies [N TOBLE TLBL
341_|Konstruksi Khusus Lainnya EECI B - ) R 1 B4 BUgy | CBUBET B4 B TiB1 :
Keterangan : H,
| = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan
T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas
klasifikasi T1 berupa pembatasan pengop kegi untuk k tertentu yang diusulkan, dapat berupa:
1. waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi rmn_mnuz
2. pembatasan intensitas rmn_m»u_.. wnz._um .__.._...__m__ tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;
3. pengembangan dan peningl i atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan;
4. pi waktu p f: _nrn.... dan
5. pemb penggunaan, p f; dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, p p listrik, telekc ikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak Bg_avc_rma nu:gm_._ terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.
klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pemt Tuas maksi suatu k di dalam Sub-Zena maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurang f i ruang di sekitarnya, dapat berupa:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
2. koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
3. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bang 1 dinaikkan atau diting|
klasifikasi T3 berupa pemb jumiah p f , jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum rluk bahan, maka p faatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizink rhatas dengan pertimt pertimbangan khusus yang meliputi:

1. jumiah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) keglatan atau uszha untuk setiap sub Blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan
2. kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di sub Blok, atau lingkungan sekitarmnya.
B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu
klasifikasi B1 untuk kegi yang wajib melakukan kajian dan p jjuan lingh hidup sebag; diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau izin ANDALALIN (dapat berupa standar teknis, rekomendasi teknis, dan dokumen andalalin) serta rekomendasi

institusi/forum yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundangan;

klasifikasi B2 kesesuaian wajib _nq:m._._mu peraturan nwo_.m_.. yang tentang bang konstruksi, keseh dan p lolaan lingkungan, p dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi;
klasifikasi B3 untuk } 1 yang di kan disi wm:._vu biaya uma_usw pembangunan, dapat berupa:

1. biaya sosial kesehatan, berupa i; Jiwa, keseh k kecelakaan dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan;

2. biaya lingkungan, berupa biaya jaminan atau garansi lir untuk pemulih: nu: um:m:nuc_m_.ﬁm: dampak, dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan); dan

3. penyediaan prasarana sarana lebih dari yang diwajibkan dan di kan untuk kegl sehingga dapat « t kan atau Ikan dan mengurangi dampak negatif menjadi lebih kecil dan dapat diabaikan.
klasifikasi B4 Diizinkan dengan syarat wajib yediakan sarana, pr dan/atau ketentuan khusus E::ﬁ yang dapat meminimalisir banjir atau genangan perkotaan seperti lubang biopori, sumur resapan dan/atau kalam injeksi

Klasifikasi BS Diizinkan dengan syarat waijib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, roof garden dan
sebagainya berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait .

X = Pemafaatan Tidak Dlizinkan {Dilarang)




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,6
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60%
d. | luas kaveling minimum -
e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 30%
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 8 meter
2 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri -
- jalan kolektor -
- jalan lokal -
- jalan lingkungan -
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 15 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 15 meter
e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian sempadan sungai dengan lebar minimal 4 (empat) meter;
jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; dan
sarana prasarana transportasi air meliputi jembatan dan pencahayaan jembatan;

pengelolaan sampah, meliputi menyediakan tempat sampah individual/bak sampabh;

tempat evakuasi sementara berupa bangunan dan atau bukit penyelamatan;

jalur evakuasi dan signage/penanda/rambu evakuasi bencana dan sistem peringatan dini bencana.
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Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Ketentuan Tata Bangunan
ketinggian bangunan (TB) maksimum -

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95%
d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 5%
II

a.

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum

- jalan arteri -

- jalan kolektor -

- jalan lokal -

- jalan lingkungan -

jarak bebas samping (JBS) minimum -

jarak bebas belakang (JBB) minimum -

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI

1726:2019

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material)
dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;

b. tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar per kelompok
vegetasi;

alo

c. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

d. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;

e. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;

f. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus
memiliki tutup;

g. penyediaan tempat parkir;

h. penyediaan penerangan ruang terbuka hijau;

i. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak
remaja;

j. fasilitas sosial budaya terbatas meliputi forest trail, canopy walk, viewing deck, menara pandang;

k. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai oleh anak remaja;

1. signage/penanda/rambu evakuasi bencana;

m. sistem peringatan dini; dan

n. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 10%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter

2 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 15 meter
- jalan kolektor 10 meter
- jalan lokal S meter
- jalan lingkungan 5 meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 10 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 10 meter

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material);

b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;

c. vegetasi tanaman hijau;

d. lapangan terbuka tanpa perkerasan;

e. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

f. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;

g. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;

h. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori;

i. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus
memiliki tutup;

j- penyediaan tempat parkir;

k. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai oleh anak remaja;

1. tersedia toilet dan mushola atau langgar;

m. fasilitas keamanan pos jaga;

n. fasilitas pusat informasi pengunjung;

0. signage/penanda/rambu evakuasi bencana,;

p. sistem peringatan dini; dan

q. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 10%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter

2 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 15 meter
- jalan kolektor S meter
- jalan lokal S meter
- jalan lingkungan 5 meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material);

b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;

c. taman bermain dan atau rekreasi;

d. lapangan olahraga luar ruangan,;

e. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

f. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;

g. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;

h. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori;

a. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus
memiliki tutup;

b. penyediaan tempat parkir;

c. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak

remaja;

fasilitas keamanan pos jaga;

signage/penanda/rambu evakuasi bencana;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 80%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 80%

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum -

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 10 meter
- jalan kolektor 5 meter
- jalan lokal S meter
- jalan lingkungan S meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum S meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S meter

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (porous/permeable
material) dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau,;

b. lampu jalan;

c. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;

d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus
memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir;

e. tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3% (tiga persen) dari luas zona;

f. tersedia falitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola, dan toilet umum;

g. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

h. sistem peringatan dini; dan

i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,05

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum S meter

1 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 10 meter
- jalan kolektor 5 meter
- jalan lokal 3 meter
- jalan lingkungan 3 meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019

IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (porous/permeable
material) dan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau;

tersedia RTH taman bermain atau rekreasi;

tersedia RTNH berupa lapangan olahraga outdoor,

lampu jalan;

penanda/rambu-rambu;

tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;

saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;

menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus
memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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Zona Badan Air dengan Kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan Kode BA

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum

Pengaturan hanya pada luas bangunan, ketinggian bangunan dan jumlah lantai

koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum

berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang menangani pemanfaatan dan

koefisien dasar hijau (KDH) minimal

perlindungan badan air

luas kaveling minimum

koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum

Ketentuan Tata Bangunan

oo el (o -

ketinggian bangunan (TB) maksimum

garis sempadan bangunan (GSB) minimum

- jalan arteri

- jalan kolektor

- jalan lokal

- jalan lingkungan

oo

jarak bebas samping (JBS) minimum

jarak bebas belakang (JBB) minimum

Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI

1726:2019

III

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. jalur pedestrian atau pejalan kaki, meliputi barrier jalur hijau;

b. pengelolaan sampah, meliputi menyediakan

alat angkut sampah menuju TPS, TPST dan/atau TPST-3R (gerobak, motor gerobak, kapal

penangkap sampah sungai) (pengumpulan kolektif/bersama);

c. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
d. sistem peringatan dini; dan

e. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 85%
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 5%
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 6 meter
1 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 15 meter
- jalan kolektor 10 meter
- jalan lokal S meter
- jalan lingkungan S meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 10 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 10 meter
e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;

b.

o Q0
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jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia
rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;

penyediaan saluran drainase;

jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya;

pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian
depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian;

sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik,
pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi;

akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;
signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

. sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 10%
d. | luas kaveling minimum 72 m?
e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
3 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 2 Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal Y2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 0 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 0 meter
e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

penerangan jalan;

pCopoop

tersedianya fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota;

tersedia RTNH berupa lapangan, tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, dan trotoar;

hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan

perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac;

&

tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5

(satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada

setiap blok;

®

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site, drainase

lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;

e Vs

untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik
komunal;




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

=

fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum
yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya;
signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%
d. | luas kaveling minimum 72 m?2
e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
3 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri > Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal 2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 1 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 meter
e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan luas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau pejelan kaki dan arus
pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga orang atau menit atau meter dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu
jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;

b. penerangan jalan;

c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan,;

d. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota;

e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;

f. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan
perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac;

g. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima)
meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan dalam lubang biopori setiap blok;

h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;

i. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

j. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;

k. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik di depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun/apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum
yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya;

m. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi dan sistem peringatan dini; dan

n.

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.dan sebagainya.




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 25%

d. | luas kaveling minimum 72 m?2

e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum -

f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter

3 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 2 Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal Y2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
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tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan,

tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan

hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas
bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau melingkar.

a.

dan jalur hijau;
b. penerangan jalan;
c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
d.

green roof,
e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;
f.

mampu mengalirkan air minimal 30 menit;
g.
h.

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima)
meter;

tempat sampah volume SO (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan
gerobak berkapasitas 1,5 m3 (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan
di dalam lubang biopori pada setiap blok;




Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site, drainase
lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar

untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik
komunal;

penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m?2 (seratus meter
persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m? (empat ratus meter persegi) lokasinya
tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan
sementara kendaraan angkutan, penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk
lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m?2 (dua ribu meter
persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas
1.000 m? (seribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m?2 (dua ratus meter persegi);

. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu)
penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m?2
(empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah
kecamatan seluas 2.000 m?2 (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 m?2 (lima ratus meter persegi);

fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah domestik terpadu
yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket,
pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lapangan parkir yang dikembangkan secara
terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 18 meter

3 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 2 Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal Y2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu)

lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas samping
terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas kavling

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu)
lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas belakang
terjauh minimum 3 (tiga) meter dari batas kavling

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
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menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;

penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;

penerangan jalan;

ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan kota, zona penyangga;

di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;

meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;

penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan
terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan,
kebersihan, dan keindahan lingkungan.
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pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak SO (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian
depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;

menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;

perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air ;

penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan
pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan,;

toilet;

pos jaga keamanan;

tempat ibadah;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter

2 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri > Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal Y2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu)

lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas samping

terjauh minimum 2,5 (dua koma lima) meter dari batas kavling

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu)

lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas belakang

terjauh minimum 2,5 (dua koma lima) meter dari batas kavling

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
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IIT | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan,;

penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;

penerangan jalan;

ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan kota, zona penyangga;

di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;

meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;

penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan,

kebersihan, dan keindahan lingkungan.

m. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian
depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

n. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
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menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;

menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air ;

penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan
pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

toilet;

pos jaga keamanan;

tempat ibadah;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,0

c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter

2 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri > Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal Y2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu)

lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas samping

terjauh minimum 2,5 (dua koma lima) meter dari batas kavling

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum bangunan dengan 1 (satu) lantai minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan 1 (satu)

lantai bangunan gedung ditambah 0,5 (nol koma lima) meter hingga jarak bebas belakang

terjauh minimum 2,5 (dua koma lima) meter dari batas kavling

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
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menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan,;

penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;

penerangan jalan;

ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan kota, zona penyangga;

di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;

ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;

meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;

penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan

terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan,

kebersihan, dan keindahan lingkungan.

m. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian
depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik;

n. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;




menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;

menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air ;

penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan
pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;

toilet;

pos jaga keamanan;

tempat ibadah;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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Zona Campuran dengan kode C

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,4

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter

4 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 15 meter
- jalan kolektor 10 meter
- jalan lokal S meter
- jalan lingkungan S meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
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a. pos jaga/pos keamanan;

b. CCTV;

c. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

d. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;

e. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;

f. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

g. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

h. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;

i. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);

j- penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;

k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;

1. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;

m. hidran ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;

n. emergency power supply;

o. tempat parkir sesuai standar;

p. loading dock disamping atau belakang bangunan;

q. ruang terbuka hijau privat wajib menerapkan konsep green roof;




RTNH dan atau ruang sektor informal,

tempat ibadah;

toilet;

jalan akses minimal 4,5 (empat koma lima) meter;

jalan akses kavling sejajar jalan utama dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 (lima puluh) meter pada jalan arteri dan kolektor;
jalur hijau jalan;

trotoar dan jalur sepeda;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
penerangan jalan dan pedestrian,;

aa. taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung;

bb. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

cc. sistem peringatan dini; dan

dd. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 80%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 3,2

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 15%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter

4 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 2 Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal Y2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 0 meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 0 meter

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
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a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau pejalan
kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan,
bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan;

ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof,
jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan
mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima)
meter;

i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan
gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;

j- pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
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drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.
terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti
model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar;
persil lahan yang lebar depannya kurang dari 20 (dua puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar
maksimal 7 (tujuh) meter;
pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
tempat ibadah;
toilet;
tempat bongkar muat;
signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
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Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. | luas kaveling minimum -
e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 15 meter
3 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri > Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal 2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum 0 meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 0 meter
e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.

]

jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau pejalan
kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan,
bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;

ruang terbuka hijau berupa taman RW;

ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof,

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan
mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan
gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;

pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;

tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site;
drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;

memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.

. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;

jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti
model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar;




persil lahan yang lebar depannya kurang dari 20 (dua puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar

o.
maksimal 7 (tujuh) meter;

p. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;

q. tempat ibadah;

r. toilet;

s. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

t. sistem peringatan dini; dan

u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%
d. | luas kaveling minimum -
e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 18 meter
3 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 2 Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal Y2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum S meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 meter
e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

a.
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jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan seluas 5,6 m? (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki
dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dan dilengkapi fasilitas pejalan
kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;

ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota;
ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof";

hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti
model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar;

jaringan jalan lingkungan dalam zona perkantoran: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;
saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;

saluran buangan air kotor merupakan saluran tertutup;

instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan.
Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri;

instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLNi;
penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani perkantoran dengan sistim kabel atas atau pun kabel bawah tanah;




Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh)
liter dengan roda atau container volume 1 m3 (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik,
dan harus memiliki tutup;

letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air
tanah;

penyediaan tempat parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;

fasilitas pendukung dapat berupa kantin, toilet, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umun, areal penampungan limbah padat,
pelayanan telekomunikasi dan keamanan;

signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

sistem peringatan dini; dan

terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum S50%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,8
C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. | luas kaveling minimum -
e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 50%
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
2 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 2 Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal Y2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan Y2 Rumija +1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum S meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum 5 meter
e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. jaringan jalan;
b. penerangan jalan dan pedestrian;
c. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
d. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
e. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
f. tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain;
g. tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan limbah,;
h. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan

2D OB g TET

rekomendasi dari instansi terkait;
pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
fasilitas toilet pria, toilet wanita;
tempat ibadah dan kantor pengelola;
bengkel dan tempat cuci kendaraan;
. taman;
fasilitas keamanan pos jaga & infomasi;
signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
sistem peringatan dini; dan
terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Transportasi dengan kode TR

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum S50%
b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1
c. | koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
d. | luas kaveling minimum -
e. | koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 50%
II | Ketentuan Tata Bangunan
a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
2 lantai
b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 2 Rumija +1 meter
- jalan kolektor Y2 Rumija +1 meter
- jalan lokal Y2 Rumija +1 meter
- jalan lingkungan 2 Rumija +1 meter
c. | jarak bebas samping (JBS) minimum S meter
d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S meter
e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019
III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a. jaringan jalan;
b. penerangan jalan dan pedestrian;
c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan,;
d. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
e. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
f. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan sesuai dengan hirarkhinya;
g. tersedia pasokan air dan tidak menggunakan air tanah setempat dalam proses produksi dan kegiatan penunjang lain;
h. tersedia sistem pembuangan limbah cair yang baik untuk fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan limbah;
i. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
j. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
k. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan;
l. penyediaan akses bagi orang disabilitas;
a. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
b. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c. taman;
d. fasilitas keamanan pos jaga & infomasi;
e. signage/penandaan/rambu-rambu mitigasi;




f. sistem peringatan dini; dan
g. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.




Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I | Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

a. | koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%

b. | koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,8

C. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30%

d. | luas kaveling minimum -

e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -

II | Ketentuan Tata Bangunan

a. | ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter

3 lantai

b. | garis sempadan bangunan (GSB) minimum
- jalan arteri 15 meter
- jalan kolektor 10 meter
- jalan lokal S meter
- jalan lingkungan 5 meter

c. | jarak bebas samping (JBS) minimum S meter

d. | jarak bebas belakang (JBB) minimum S meter

e. | Struktur bangunan gedung diatas 2 (dua) lantai dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI
1726:2019

III | Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau);
jalan keluar masuk lebih dari 2 (dua) jalur dengan kekuatan jalan 4 (empat) ton;
pos pengamanan dan informasi;
terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum;
instalasi listrik dilengkapi dengan emergency power supply;
terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian;
terdapat jaringan air termasuk instalasi air minum;
saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase;
penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan
rekomendasi dari instansi terkait;
tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
bengkel;
. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan,;
lapangan olahraga dan apel;
RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
tempat ibadah;
toilet;

SR o o
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LAMPIRAN VIl
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

u SKALA : 1:14.000

> (1] 0375 075 1,5 Km
— e —

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984

Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan

@ Ibu Kota Kabupaten = == Batas Kecamatan © - Batas WP
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*  [buKota Desa Batas Blok
Badan Jalan
B Badan Jatan
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian
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Zona Perdagangan dan
Jasa

T Skala WP
Tinggi Zona Perkantoran
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Penimahari I atan Zona Sarana Pelayanan
Rendah
Zona Campuran

gy Campuran Intensitas
iz Menengah/Sedang

R4

SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan

Ketentuan Khusus
Kawasan Rawan Bencana
{77/, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tnggi
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SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Cilra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Worid View- 3 perekaman lahun 2019

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah i dari Badan pasial (BIG)
tahun 2018

3. Pengolahan data tahun 2021

4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Ke Nornor SK.8625/MENLHK-PKTLKUH/

PLA.2/10/2021 tentang Pela Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi

Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2020

5. Keputusan Menteri Lingh Hidup dan K Nomor SK SO/MENLHK/SETJEN/

PLA 2/1/2023 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung,
Hutan Produksi Terbatas, An-Frodukel fetap. dan Hutan Preduksi Yang Dapat Dikonversi
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK
TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA

u SKALA : 1:14.000

> 0 0,375 075 1.5 Km

Proyeksi

Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

: Universal Transverse Mercator

: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
: Datum WGS 1984

- Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan

© Ibu Kota Kabupalen
Ibu Kota Kecamatan
*  lbu Kola Desa
Badan Jalan
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RENCANA POLA RUANG
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=== Balas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok

Zona Perdagangan dan Jasa
K%Y Perdagangan dan Jasa Skala WP

['RS|| Perumahan Kepadatan Sedang
R4 Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Campuran

Zona Perkantoran
KT Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum

SBig SPU Skala Kota

=y Campuran Intensitas

=<8 Menengah/Sedang
Ketentuan Khusus
Tempat Evakuasi Bencana
/#/ Tempat Evakuasi Sementara

/77 Tempat Evakuasi Akhir
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SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Reselusi Tinggi (CSRT) World View- 3 perekaman tahun 2018

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah lerkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
tahun 2019

3. Pengolahan data tahun 2021

4, Keputusan Mentari Lingkungan Hidup daa Kenhutanan Nomor SK.86825/MENLHK-PKTL/KUH/

PLA.2/1072021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi

Sulawesi Baral sampai dengan tahun 2020

5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kenutanan Nomor SK.50/MENLHK/SETJEN/

PLA 21112023 lentang Penetapan Bates Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Lindung,

Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
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PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TOBADAK

TAHUN 2023-2042
| PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN
U SKALA : 1:14.000
> 0 0,375 075 15 Km
ey —

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S

Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan
@ Ibu Kota Kabupaten = = Batss Kecamatan Batas WP
Ibu Kota Kecematan == Balas Desa/Kelurahan H Batas SWP
= Ibu Kota Desa Batas Blok
Badan Jalan
I Badan Jalan
RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA Zona Campuran

Zona Pertanian [E28 Campuran Intensitas Menengah/Saedang

B3N Perkebunan Zona Perkantoran
Zona Perumahan §KT8 Perkantoran

"R3 Perumahan Kepadalan Sedang Zona Sarana Pelayanan Umum
R4 Perumahan Kepadatan Rendah SBUZ) SPU Skala Kecamatan
SRU3) SPU Skala Kelurahan

Ketentuan Khusus
Kawasan Sempadan

Sempadan Ketenagalistrikan
|| sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA.

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Worid View- 3 perekaman lahun 2019

2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)

tahun 2018
3. Pengolahan data tahun 2021

m 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8625/MENLHK-PKTL/KUH/

- PLA 2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi

Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2020

5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.50/MENLHK/SETJEN/

PLA.2/1/2023 tentang Penetapan Batas Aresl Pelepasan Sebaglan Kawasan Hutan Lindung,

Hutan Produksi ?aeeww\.t:....r: _;.lfuwu dan Hutan Preduksi Yang Dapat Dikonversi

Pada Kelompok Hul LR Sig - MEM.. omgek Hutan Gunung Kapal, Dan Kelompok Hutan
eflefary, 24950 (D

Budong-Budang » Pullsy Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Ri i, f ina) Malslul Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk
Kelompok Ma arigy, DS Kalhunong, Desa Saluleba, Desa Sibatta,
Desa Tasokkt, Dy’ Fesa gRarajan A ssa, K Pangale,
Tobadsak, DAfs Kecgtaan Topeyd, Untul¢Sjimbe\Tanafpbyek Reforma Agraria Di Kabupaten
Mamuju Tergah, Frovitei Sultfpest Béral”




